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vMOTTO
“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langitdanbumi.
Dia-lah yang menghidupkan dan mematikan. Dan sesungguhnya
Tiadapelindung dan penolong bagimu selain Allah”
(Q.S At-Taubah : 116)
“Dan Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa
Yang telah diusahakannya”
(Q.S An-Najm : 39)
“… Sesungguhnya Allah tidakakan merubah keadaan suatu
Kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada padamereka
Sendiri…”
(Q.S ArRa’d : 11)
Tiadatugas yang lebih mulia daripada membuat orang lain bahagia
(Robert Louis Stevenson)
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pembimbingan Anak
Nakal di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Magelang dan hambatan-hambatan yang
ditemui dalam pembimbingan anak nakal. Disamping itu untuk mengetahui upaya yang
dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode penelitian
kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara dan studi dokumentasi. Pengambilan subjek penelitian menggunakan
purposive, yaitu ditetapkan atas dasar tujuan tertentu yang mempunyai hubungan erat
dengan permasalahan yang diteliti yaitu, 1) Seorang Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien
Anak Balai Pemasyarakatan Magelang, 2) Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak
Balai Pemasyarakatan Magelang yang berjumlah 7 (tujuh) orang. Teknik Keabsahan
data menggunakan cross check dari hasil wawancara secara mendalam dengan
dokumen. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis induktif,
dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) reduksi data, 2) unitisasi dan kategorisasi,
3) pengambilan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembimbingan anak nakal
di BAPAS Magelang, dilakukan dengan menggunakan teknik Pembimbingan
perseorangan/ individu, kelompok dan organisasi masyarakat. Pembimbingan anak
nakal melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap awal, lanjutan dan tahap akhir. Hambatan-
hambatan yang ditemui BAPAS Magelang dalam pembimbingan anak nakal terdiri dari
hambatan intern BAPAS dan ekstern BAPAS. Hambatan dari faktor intern :1)
kurangnyaintensitaspembimbingan, 2) keterbatasan dana, 3) keterbatasan sarana dan
prasarana. Hambatan faktor ekstern BAPAS, yaitu : 1) hambatan dari faktor intern klien
(a) kondisi mental anak, (b) daya nalar anak yang kurang, (c). rendahnya pendidikan dan
ketrampilan. 2) Hambatan dari faktor ektern klien yaitu (a) pola pengasuhan orang tua
(b). relasisosial yang kurang intensif (c). pengaruh lingkungan dan lemahnya kontrol
social (d). keadaan ekonomi keluarga klien. Upaya yang dilakukan oleh Pembimbing
Kemasyarakatan untuk memperkecil hambatan yang berasal dari faktor intern BAPAS,
yaitu: (a) Meningkatkan intensitas pembimbingan terhadap klien, (b) Peningkatan
anggaran operasional, (c) Peningkatan sarana dan prasarana. Dari faktor intern klien,
yaitu: (a) Memotivasi agar tidak melanggar hukum lagi, (b) mengupayakan agar klien
datang wajib lapor, (c) pemberian ketrampilan. Upaya untuk mengatasi hambatan dari
faktor ekstern klien, yaitu : a) menggugah kepedulian pemerintah desa setempat untuk
memberikan bantuan transport kepada klien agar dating apel, b). Meningkatkan
koordinasi dengan orang tuaklien c). memberikan bimbingan ketrampilan kepada klien
agar dapat mengembangkan potensinya sendiri.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Keberadaan anak memang perlu mendapat perhatian, terutama
mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan ke arah dewasa, kadang-
kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan
perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau
merugikan diri sendiri. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam
masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas
dari lingkungan pergaulannya. Sudah banyak terjadi karena lepas kendali,
kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga
perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi sehingga anak yang melakukan
kejahatan harus berhadapan dengan aparat hukum untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya. (Gatot Supramono, 2000: IX)
Dewasa ini Pemerintah kita sedang berusaha menanggulangi
kejahatan dengan cara mencegah dan mengurangi terjadinya kejahatan.
Mencegah terjadinya kejahatan lebih penting dari pemberian hukum/
penjatuhan pidana terhadap para pelaku kejahatan/ tindak pidana.
Sesungguhnya penjatuhan/ pemberian pidana kepada para pelaku kejahatan
hanya dapat diterapkan dan atau dipertahankan jika dapat membantu dan
mengurangi dan mencegah terjadinya kejahatan (Romli Atma Sasmita, 1995 :
4). Pelaku sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dilingkungan
2tempat tinggalnya dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang
baik, serta berperan aktif dalam pembangunan Negara Indonesia.
Salah satu upaya memperbaiki anak nakal melalui Pembimbing
Kemasyarakatan sesuai undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
pemasyarakatan (selanjutnya UU Pemasyarakatan) pasal (2) yang
menyatakan: sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka
membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar jadi manusia seutuhnya,
menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana
sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, aktif berperan
dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara
yang baik dan bertanggung jawab.
Dalam UU Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Balai
Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk
melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Bapas merupakan suatu
lembaga yang menyelenggarakan proses narapidana di luar lembaga
pemasyarakatan. Bapas merupakan suatu unit pelaksana teknis di bidang
pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang berada
atau dalam jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bapas
melakukan bimbingan terhadap klien, baik klien anak-anak maupun klien
dewasa yang merupakan warga binaan pemasyarakatan.
Bapas akan melaksanakan bimbingan terhadap klien, berdasarkan atas
adanya permintaan dari suatu instansi yang berkaitan dengan proses
resosialisasi narapidana atau proses pembimbingan klien pemasyarakatan
3tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Bapas memiliki beberapa
fungsi, yaitu:
1. melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan;
2. melakukan registrasi klien pemasyarakatan;
3. melakukan bimbingan kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan;
4. mengikuti sidang-sidang peradilan negeri dan sidang Tim Pengamat
Pemasyarakatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
5. memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, dan klien yang
memerlukan;
6. melakukan urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan.
Bapas melakukan bimbingan kemasyarakatan terhadap klien
pemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakan meliputi bimbingan dan
penyuluhan, membuat penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan
Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), kunjungan rumah klien,
mengikuti sidang peradilan anak di Pengadilan Anak dan Sidang TPP di
lembaga pemasyarakatan, pembinaan klien pidana bersyarat, anak yang diputus
hakim dikembalikan kepada orang tua/ walinya. Anak pidana yang mendapat
cuti menjelang bebas.
Bapas melakukan bimbingan terhadap klien bertujuan untuk
membantu hakim dalam proses persidangan di pengadilan dengan
membuatkan “social study” laporan pemeriksaan pribadi, penelitian
kemasyarakaratan). Social study tersebut menerangkan tentang pribadi klien
4pemasyarakatan yang sidang perkaranya dengan perjanjian atau penyerahan
kepada pemerintah untuk dididik (Muladi, Bandung: 188).
Oleh sebab itu, sangat diharapkan Bapas dapat mengawasi, membina
dan membimbing klien yang mendapat Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, Cuti
Mengunjungi Keluarga, Pidana Bersyarat, Pembebasan Bersyarat dan Cuti
Bersyarat,
Menurut UU Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (5) menyatakan Warga
Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan. Pasal
1 ayat (9) UU Pemasyarakatan juga menyatakan : Klien Pemasyarakatan yang
selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan
Bapas. Adapun Warga Binaan Pemasyarakatan dibimbing oleh Bapas diatur
dalam Pasal 6 ayat (3) UU Pemasyarakatan dan pembimbingan oleh Bapas
dilakukan terhadap:
1. Terpidana Bersyarat;
2. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan
bersyarat atau cuti menjelang bebas;
3. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya
diiserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
4. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di
lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk,
bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
5. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, bimbingannya dikembalikan
kepada orang tua walinya.
5Kegiatan pemasyarakatan di luar lembaga dilakukan oleh Pembimbing
Kemasyarakatan yang disingkat dengan PK. Berarti petugas Pembimbing
Kemasyarakatan merupakan pegawai di kantor Bapas yang ditunjuk dan atau
diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat diberhentikan oleh
Menteri sesuai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
Akan tetapi untuk menjadi Pembimbing Kemasyarakatan, harus
memenuhi syarat-syarat/kriteria yang ditetapkan peraturan yang berlaku.
Syarat-syarat menjadi Pembimbing kemasyarakatan diatur dalam Keputusan
Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1998, Pasal 4
mengatakan:
Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Pembimbing Kemasyarakatan
adalah :
1. Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan serendah-rendahnya lulusan :
a. Sekolah Menengah Kejuruan bidang Pekerja Sosial;
b. Sekolah Menengah Umum atau Kejuruan lainnya;
2. Telah berpengalaman kerja sebagai pembantu Pembimbing
Kemasyarakatan bagi lulusan :
a. Sekolah Menengah Kejuruan bidang Pekerja Sosial berpengalaman
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
b. Sekolah Menengah Umum atau Kejuruan lainnya berpengalaman
sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (Golongan/Ruang II/a);
65. Telah mengikuti Pelatihan Pembimbingan Kemasyarakatan;
Dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor : 12 tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, menyatakan ketentuan mengenai program bimbingan klien
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan). Penyusunan program bimbingan terhadap klien, maka tugas
Pembimbingan Kemasyarakatan selanjutnya adalah melaksanakan program
bimbingan terhadap Klien yang sudah dibuat atau disusun tersebut. Adapun
fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan program bimbingan
terhadap klien adalah untuk :
1. Berusaha menyadarkan klien untuk tidak mengulangi/ melakukan kembali
pelanggaran hukum/ tindak pidana;
2. Menasehati klien untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan
yang positif/ baik;
3. Menghubungi dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga/ menyalurkan
bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja, untuk kesejahteraan masa
depan dari klien tersebut;
Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dilakukan dalam
melaksanakan program bimbingan yang sudah disusun dan disesuaikan
kebutuhan klien dengan jenis materi bimbingan yang dilakukan Pembimbing
Kemasyarakatan terhadap klien di Bapas Magelang :
1. Pendidikan Agama
Pembimbing Kemasyarakatan akan memberi pengarahan tentang ilmu-ilmu
Agama, sesuai dengan agama klien. Dengan memberikan ilmu agama ini
7diharapkan klien mampu melaksanakannuya dan takut untuk melakukan
tindak pidana kembali.
2. Pendidikan Budi Pekerti
Jika Pembimbing Kemasyarakatan menganggap klien kurang pendidikan
budi pekerti maka Pembimbing Kemasyarakatan akan memberitahukan
perilaku-perilaku yang baik dan sopan dalam kehidupan bermasyarakat.
Sehingga dengan penjelasan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut
klien dapat bergaul dan diterima kembali oleh masyarakat dan klien jauh
dari perbuatan yang tergolong tindak pidana.
3. Bimbingan dan Penyuluhan baik perorangan maupun kelompok
Pembimbingan Kemasyarakatan dapat melakukan secara perorangan
maupun secara berkelompok. Perorangan maksudnya, klien yang dibimbing
Pembimbing Kemasyarakatan hanya satu orang. Secara berkelompok,
Pembimbing Kemasyarakatan akan mengumpulkan semua klien yang
dibimbingnya dan akan memberikan penyuluhan dan petunjuk-petunjuk
secara umum kepada semua klien bimbingannya.
4. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
Pembimbing Kemasyarakatan akan menganjurkan kepada klien untuk
mencari pekerjaan dan rajin dalam berusaha mengingat anak sudah tidak
melanjutkan sekolah (tamat SD). Sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari
keluarganya (klien) dan hidup bahagia serta sejahtera. Dan mengingatkan
kepada klien untuk tidak melakukan kejahatan kembali, karena jika
dipidana lagi maka keluarganya sengsara/ tidak sejahtera.
8Dari uraian diatas, sangat jelas betapa pentingnya peranan
pembimbing kemasyarakatan dalam proses resoliasasi narapidana dan
pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan sebagai proses. Sehingga
dapat mewujudkan cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang aman, tentram.
Akan tetapi menurut pengamatan penulis yang dilihat langsung kelapangan
atau praktek yang terjadi, pembimbingan itu belum berjalan sebagaimana
mestinya. Hal ini dikarenakan oleh beberapa alasan, antara lain karena
kurangnya intensitas bimbingan. Walaupun demikian, selama ini
Pembimbing Kemasyarakatan terus berusaha melaksanakan tugas dan
kewajibannya untuk membimbing klien pemasyarakatan.
Jika dikaitkan dengan tugas-tugas/ kewajiban Pembimbing
Kemasyarakatan banyak sekali yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan
Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.04.10 Tahun 1998, salah satu tugas
Pembimbing Kemasyarakatan adalah melaksanakan bimbingan
kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan. Berdasarkan
Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 3/ 1997, pembimbing kemasyarakatan
memang bertugas membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum
dan hakim serta membimbing, membantu dan mengawasi anak yang dijatuhi
pidana bersyarat.
Namun diakui bahwa pembimbingan dari Pembimbing
Kemasyarakatan tidak selamanya berhasil. Menurut catatan yang ada pada
Bidang Bimbingan Klien Anak di Bapas Magelang, jumlah klien yang
terdaftar pada Seksi Registrasi sampai dengan 19 November 2012 sebanyak
926 anak. Dari jumlah kasus tersebut diketahui pengulangan tindak pidana
(residivis) tercatat 7 (tujuh) anak. Dari ketujuh residivis tersebut lima anak
divonis dengan pidana penjara sehingga dilakukan pembinaan di Lapas
Magelang, sedangkan kedua anak nakal yang sedang menjalani pidana
bersyarat dibawah bimbingan Bapas yang menjadi residivis (mengulangi
lagi). Salah satu dintaranya ada seorang klien yang telah menjalani pidana
bersyarat tersebut ini ada yang melakukan pengulangan tindak pidana (AN),
sehingga statusnya sebagai terpidana bersyarat dicabut kemudian yang
bersangkutan harus menjalani sisa masa pidana bersyarat ditambah dengan
vonis dari perbuatannya yang melanggar hukum lagi. Sedangkan seorang anak
lagi (PN) melakukan pelanggaran hukum lagi (pencurian) setelah masa
pembimbingannya berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan
pembimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan dapat disinyalir mengalami
hambatan dalam pembimbingan anak nakal di Magelang.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan
masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan pembimbingan anak nakal di Bapas Magelang ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam pembimbingan anak
nakal di Bapas Magelang ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk
mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pembimbingan anak
nakal untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui di Bapas
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Magelang ?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembimbingan anak nakal di Bapas
Magelang.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ditemui dalam pembimbingan
anak nakal di Bapas Magelang.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pembimbingan
untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pembimbingan
anak nakal di Bapas Magelang
D. Batasan Istilah
Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tepat mengenai
pengertian yang terkandung dalam judul “Pelaksanaan Pembimbingan Anak
Nakal di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Magelang”, maka diberikan istilah
sebagai berikut :
1. Pembimbingan adalah Pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas
ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan
perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien Pemasyarakatan.
(Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 angka 2).
2. Anak Nakal adalah :
a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
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b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak,
baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut
peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang
bersangkutan. (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang
Pengadilan Anak Pasal 1 angka 2).
Jadi yang dimaksud dengan judul dalam penelitian ini adalah
Pelaksanaan Pembimbingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana
atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak,
baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan
hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan di
Bapas Magelang.
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BAB II
KAJIAN TEORI
A. Pengertian anak
Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber
daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa
yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus
memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan
dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan
seimbang. (Gatot Supramono, 2007 : 12).
Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum
ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat
yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah
umur. Maksud tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik
yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak
sebagai subyek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam
peristiwa hukum pidana maupun hukum hubungan kontrak yang berada dalam
lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.
(Maulana Hasan Wadong, 2000 : 3).
Pengertian anak yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun
1997 Pasal 1 yaitu:
1. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8
(delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum
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pernah kawin.
2. Anak nakal adalah:
a. Anak yang melakukan tindak pidana atau
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak,
baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan
hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.
3. Anak Terlantar adalah :
Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan sebagai anak
terlantar, atas pertimbangan anak tersebut tidak terpenuhi dengan wajar
kebutuhannya, baik secara rohaniah, jasmaniah, maupun sosial disebabkan :
a. Adanya kesalahan, kelalaian, dan atau ketidakmampuan orang tua, wali
atau orang tua asuhnya atau
b. Statusnya sebagai anak yatim piatu atau tidak ada orang tuanya. (Salam
Faisal, 2005 : 25).
Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUH Pidana) yaitu:
Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.
Apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat
memerintahkan supaya anak yang terjerat perkara pidana dikembalikan
kepada orang tuanya, walinya, atau orang tua asuhnya, tanpa pidana atau
memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana atau di
pidana pengurangan 1/3 (satu pertiga) dari ancaman maksimum 15 tahun.
(Gatot Supramono, 2002)
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4. Pengertian Anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak yang berbunyi:
Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak
yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan
untuk menjamin dan melindungi anak hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh
berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.
Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah sebagai berikut :
Anak adalah seseorang orang yang belum mencapai 21 (dua puluh
satu) tahun dan belum pernah nikah. Kesejahteraan anak adalah suatu tata
kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan
perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.
Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang
ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama
terpenuhinya kebutuhan anak. (Gatot Supramono, 2007 : 216).
Yang dimaksud dengan undang-undang kesejahteraan anak meliputi;
1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan,
pencegahan, dan rehabilitasi.
2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
3) Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan
pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh
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masyarakat.
Pengertian anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) yaitu :
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun
termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Ayat 1 : memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu
berumur 21 (dua puluh satu) tahun kecuali
1. anak yang sudah kawin sebelum umur 21 tahun
2. pendewasaan
Ayat 2 : menyebutkan bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada
seseorang sebelum berusia 21 tahun, tidak mempunyai pengaruh terhadap
kedewasaan.
C. Hak dan Kewajiban Anak
Anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak manapun yang
bertanggung jawab memiliki hak sebagai berikut;
1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan
berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam
asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan
kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa,
untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam
kandungan maupun sesudah dilahirkan.
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4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat
membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya
dengan wajar. (Gatot Supramono, 2007 : 7).
Dalam melindungi hak anak, anak juga mempunyai kewajiban sebagai
berikut;
a. Menghormati orang tua, wali, dan guru serta yang lebih tua agar anak
mempunyai budaya tertib, sopan, dan berbudi pekerti yang luhur mampu
menghargai dan menghormati orang yang lebih tua.
b. Menyayangi, mampu memberi kasih sayang dan melindungi adik, teman,
dengan mencintai keluarga dan masyarakat.
c. Menunaikan ibadah sesuai ajaran agama yang dianut atau yang sesuai
bimbingan agama orang tua.
d. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. ( Timoer Hartadie : 5).
C. Jenis-jenis pidana dan tindakan terhadap anak
1. Pidana penjara adalah berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi
anak lamanya satu perdua dari ancaman pidana orang dewasa atau paling
lama 10 tahun . Kecuali pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat
dijatuhkan terhadap anak,menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997
Pasal 26 adalah :
(1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, palimg lama ½ (satu perdua)
dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa.
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(2) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf
a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau
pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan
kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(3) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2
huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak
pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup,
maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.
(4) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2
huruf a,belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak
pidana yang tidak diancam mati atau tidak diancam pidana penjara
seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu
tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
2. Pidana Kurungan adalah dinyatakan dalam pasal 27 KUHP bahwa pidana
kurungan yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak
pidana paling lama satu perdua dari maksimum ancaman pidana kurungan
bagi orang dewasa.
3. Pidana denda adalah seperti pidana penjara dan kurungan maka penjatuhan
pidana denda terhadap anak paling banyak juga satu perdua dari maksimum
ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
Pidana denda menurut Pasal 28 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997:
(1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak
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½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang
dewasa.
(2) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata
tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.
(3) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90
(Sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4
(empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.
4. Pidana pengawasan yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak
pidana dengan ketetuan lamanya paling singkat tiga bulan dan paling lama
dua tahun.
5. Pidana bersyarat
(1) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara
yang dijatuhkan paling lama dua tahun.
(2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
(3) Syarat umum adalah bahwa anak Nakal tidak akan melakukan tindak
pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
(4) Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal
tertentu yang ditetapkan dalam putusan Hakim dengan tetap
memperhatikan kebebasan anak.
(5) Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek dari pada masa
pidana bersyarat bagi syarat umum.
(6) Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam
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ayat (1) paling lama tiga tahun.
(7) Selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa melakukan
pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan
agar Anak Nakal menepati persyaratan yang lebih ditentukan.
(8) Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai
Permasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan.
(9) Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Permasyarakatan dapat
mengikuti pendidikan sekolah.
Tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak;
1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan
latihan kerja.
3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial
Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan
latihan kerja.
D. Tinjauan Umum tentang Pidana Bersyarat
1. Pengertian Pidana Bersyarat
Pidana bersyarat merupakan salah satu bentuk pidana yang
pelakunya atau terpidana yang bersangkuan tidak perlu menjalaninya di
Lembaga Pemasyarakatan, kecuali jika orang tersebut sebelum habis masa
percobaannya melakukan tindak pidana lagi (melanggar syarat umum) atau
melanggar syarat khusus yang ditetapkan oleh hakim. Maksud dari
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penjatuhan pidana bersyarat ini, untuk memberi kesempatan pada
terpidana agar supaya dalam masa percobaan itu memperbaiki dirinya
sendiri dengan jalan menahan diri untuk tidak melakukan tindak pidana
lagi atau melanggar syarat yang telah ditetapkan oleh hakim. (Andi
Hamzah dkk, 1983 : 40).
Penerapan pidana bersyarat pada dasarnya adalah orang yang
dijatuhi hukuman, tetapi hukuman itu tidak usah dijalankan, kecuali jika
kemudian ternyata si terhukum sebelum habis tempo percobaan berbuat
periswa pidana atau kepadanya melanggar perjanjian yang diadakan oleh
hakim kepadanya. Jadi, keputusan penjatuhan pidana tetap ada, hanya
pelaksanaan hukuman tidak dilaksanakan (R. Soesilo, 1986 : 40).
2. Pengaturan Pidana Bersyarat
1) Pengaturan Pidana Bersyarat dalam KUHP
Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia
merupakan turunan dari Wetboek Van Strafrecht Negeri Belanda yang
berpijak pada tiga tiang, yaitu :
a) Asas Legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana undang-
undang, dan tiada penuntutan tanpa undang-undang.
b) Asas Kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat di pidana
untuk tindak yang dilakukannya dengan sengaja atau karena
kealpaan.
c) Asas pembalasan yang sekuler, yaitu bahwa pidana secara konkrit
tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang
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bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan
yang dilakukan (Sudarto, 1979 : 29).
Dari perkembangan hukum pidana di Indonesia dapat
disimpulkan bahwa dewasa ini pidana semakin dihumanisasikan
dan sedapat mungkin diterapkan dengan suatu cara, sehingga juga
memberikan sumbangan pada asosialisasi dari pelaku tindak
pidana. Perkembangan ini antara lain terlihat dengan dimasukannya
Pasal 14a – 14f ke dalam W. v. S 1915 pada tahun 1926 (S. 1926 –
251 jo. 486) beserta ordonansi pelaksanaanya (S. 1926 – 487)
tentang pidana bersyarat.
Di dalam Pasal 14a KUHP dinyatakan bahwa pidana
bersyarat hanya dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat
sebagai berikut :
a) Dalam Putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya
tidak lebih dari satu tahun. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan
dalam hubungan dengan pidana penjara dengan syarat hakim
tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang
menentukan bukanlah pidana yang diancam atas tindak pidana
yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan pada si
terdakwa.
b) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana
kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan
pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan
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pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah
satu tahun.
c) Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat
dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin
bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh
si terdakwa. (Muladi, 1992 : 63)
Selanjutnya di dalam pasal 14b KUHP ditentukan masa
percobaan selama tiga tahun bagi kejahatan dan pelanggaran yang
tersebut dalam Pasal 492, 504, 506 dan 536 KUHP dan bagi
pelanggaran lainnya dua tahun. Di dalam Pasal 14c KUHP
ditentukan bahwa disamping syarat-syarat umum bahwa terpidana
tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menentukan
syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari
masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian
yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Di samping itu dapat
pula ditetapkan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku
terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan, baik syarat
umum maupun syarat khusus tersebut tidak boleh mengurangi
kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik bagi terpidana.
Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka berdasarkan
Pasal 14 f ayat ( I ), hakim atas usul pejabat yang berwenang
menyuruh menjalankan putusan (dapat memerintahkan supaya
pidananya dijalankan atau memerintahkan supaya atas namanya
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diberikan peringatan pada terpidana).
Pasal 14 d (1) KUHP mengatur mengenai pejabat yang
diserahi tugas untuk mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi,
yaitu pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan jika
kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan. Kemudian
dalam Pasal 14 d ayat (2) ditentukan bahwa untuk memberikan
pertolongan atau membantu terpidana dalam memenuhi syarat-
syarat khusus, hakim dapat mewajibkan kepada lembaga yang
berbentuk badan hukum, atau pemimpin suatu rumah penampung
atau pejabat tertentu.
Pertumbuhan lembaga pidana bersyarat di Indonesia tidak
dapat dilepaskan dari pertumbuhan lembaga-lembaga pidana
bersyarat di Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belgia.
2) Pengaturan pidana bersyarat dalam UU No. 3 Tahun 1997
Untuk perkara anak, hukuman pidana bersyarat telah diatur
tersendiri pada Pasal 29 UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan
anak. Hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat, apabila yang
dijatuhkan itu paling lama dua tahun. Maksimal dua tahun tersebut
bukan besarnya ancaman pidana dari suatu ketentuan UU yang
berlaku bagi anak, akan tetapi hukuman maksimal yang dijatuhkan
hakim khusus untuk pidana bersyarat.
Seperti halnya dalam penjatuhan pidana bersyarat pada
orang dewasa dimana ada syarat umum dan syarat khusus, maka
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dalam penjatuhan pidana bersyarat bagi anak di bawah umur juga
terdapat syarat umum dan syarat khusus. Yang dimaksud dengan
syarat umum adalah, bahwa anak nakal tidak akan melakukan tindak
pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat. Apabila ternyata
anak tersebut melakukan tindak pidana lagi, maka ketentuan di atas,
yaitu wajib menjalani hukuman pidananya setelah ada perintah dari
hakim. Sedangkan syarat khusus adalah penentuan sikap untuk
melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam
putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Syarat
khusus ini misalnya dapat berupa larangan bagi terpidana untuk
mengemudikan kendaraan bermotor atau dapat juga berupa kewajiban
untuk mengikuti kegiatan yang diprogramkan oleh BAPAS. Masa
pidana bersyarat bagi syarat khusus harus lebih pendek daripada masa
pidana bersyarat bagi syarat umum.
Sebagaimana yang sudah penulis sebutkan, bahwa hukuman
pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa paling lama
dua tahun, mengenai jangka waktu masa pidana bersyarat, UU No. 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak hanya memperbolehkan
maksimal pidana bersyarat, maka terdakwa dipidana penjara selama
dua tahun dengan masa percobaan tiga tahun.
Selama menjalani pidana bersyarat, maka yang bertugas
melakukan pengawasan adalah pihak kejaksaan. Sedangkan
bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan, agar anak
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tersebut menepati persyaratan yang telah ditentukan. Terpidana yang
menjalani pidana bersyarat dibimbingan oleh BAPAS, dan statusnya
sebagai klien pemasyarakatan. Selama anak nakal tersebut sebagai
klien pemasyarakatan ia tetap dapat mengikuti pendidikan sekolah,
namun meski demikian, syarat umum dan syarat khusus yang
ditetapkan dalam putusan pengadilan tetap wajib dijalankan oleh
terpidana.
E. Tinjauan Sistem Peradilan Pidana
Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau Criminal Justice System
merupakan kesatuan mekanisme penegakan hukum yang didukung oleh unsur
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan balai
pemasyarakatan. Unsur-unsur tersebut dalam konteks penegakan hukum yang
mempergunakan pendekatan sistem, bekerja, dan mempunyai hubungan
pengaruh timbal balik yang signifikan antara segenap unsur yang terlibat di
dalamnya sebagai satu kesatuan sebagaimana yang dianut oleh Undang-
Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana.
Sebelum dikeluarkannya UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Acara Pidana, sistem peradilan pidana di Indonesia
berlandaskan pada Herzien Inlandsch Reglement (Stbl 1941 No 44).
Perubahan sistem Peradilan Pidana dari sistem inkuisitur yang dianut oleh
HIR ke sistem akuisatur yang dianut oleh KUHP telah meletakkan perubahan
fundamental sistem peradilan pidana di Indonesia. Melalui KUHP tujuan
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mencapai ketertiban dan kepastian hukum tidak lagi menjadi tujuan utama
melainkan bagaimana mencapai kepastian dan ketertiban hukum tersebut
sedemikian rupa sehingga perkosaan terhadap harkat dan martabat manusia
sejauh mungkin dihindarkan. (Romli Atmasasmita, 1996). Proses ini diakhiri
dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan atau proses purna
adjudikasi.
Dalam hubungan ini terdapat pengecualian dari ketentuan yang diatur
dalam KUHAP yaitu mekanisme peradilan pidana mengenai anak yang
mengacu pada UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana
seluruh tahapan pra ajudikasi, ajudikasi dan purna ajudikasi yang melibatkan
anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum berorientasi kepada
kepentingan dan perlindungan anak sebagai seorang individu yang memiliki
sifat dan ciri yang khas yaitu sebagai bagian dari generasi penerus.
Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatanya
berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya
dapat mempengaruhinya. Oleh karena itu perkara anak nakal atau anak yang
melakukan perbuatan melanggar hukum, wajib disidangkan pada pengadilan
anak yang berada pada di lingkungan peradilan umum. Dengan demikian
proses peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan
pembinaan selanjutnya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar
memahami masalah anak.
Dalam hal menuju terwujudnya penegakan hukum secara proporsional
dibutuhkan wadah dan perangkat yang namanya lembaga peradilan dan
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didalamnya terdapat sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana
menjadi komponen penting dalam pencapaian tujuan hukum. Adapun
komponen dalam sistem tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan
lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut harus bekerja secara
terpadu dalam peradilan pidana dan diharapkan menjadi tumpuan dalam
penegakan hukum dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan
hukum. Namun keberadaanya saat ini masih jauh dari harapan sebab apa yang
menjadi tujuan dari sistem peradilan pidana belum dapat dicapai. Hal ini
diungkapkan oleh Rusli Muhammad yang menyatakan bahwa apa yang
menjadi tujuan utama Sistem Peradilan Pidana sulit dicapai. Melindungi,
mengamankan dan menentramkan masyarakat belum sebagian besar
dirasakan masyarakat. Demikian juga perilaku kriminal yang telah menjalani
pidana, diharapkan kembali, ke jalan yang benar dan tidak mengulangi
perbuatannya belum berhasil. (Rusli Muhammad, 1999 : 45).
Dalam suatu sistem memiliki sifat dan ciri-ciri tertentu yang dengan
ciri-ciri tersebut membedakan antara sistem yang satu dengan sistem yang
lain. Demikian halnya dengan sistem peradilan pidana memiliki beberapa
karakteristik yang mencirikan sistem peradilan pidana itu sendiri. (Rusli
Muhammad, 2007 : 2).
Keterbukaan menjadi karakteristik sistem peradilan pidana sebagai
cerminan dari sifat sistem peradilan pidana dengan open system. Keterbukaan
mengandung arti bahwa sistem peradilan pidana membuka diri terhadap
perkembangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, baik yang
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berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, terutama yang
berkaitan dengan ide-ide, ajaran-ajaran dasar atau teori-teori hukum termasuk
perkembangan di bidang-bidang lainnya. (Rusli Muhammad, 2007 : 2).
Sistem peradilan pidana akan selalu mengalami gerakan interface baik
berupa; interaksi, interkoneksi, dan interdependensi dengan lingkungannya
dalam perangkat-perangkat masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan, dan
teknologi, serta sub-sistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri. (Sidik
Sunaryo, 2005 : 255). karena ini merupakan konsekuensi dari karakteristik
keterbukaan dan hakikat sistem peradilan pidana yang open system).
Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang
menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana
material, hukum pidana formal di dalam pelaksanaanya. Akan tetapi, secara
substansial harus dilihat dalam konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal
apabila dilandasi untuk kepentingan kepastian hukum akan membawa
bencana berupa ketidakadilan. Sehubungan dengan itu dapat dipahami bahwa
sebenarnya dalam penerapan sistem peradilan pidana melibatkan manusia,
baik sebagai subyek maupun obyek. Sehingga dapat dikatakan bahwa
persyaratan utama agar sistem peradilan pidana tersebut bersifat rasional,
sistem tersebut harus dapat memahami dan memperhitungkan dampaknya
terhadap manusia atau masyarakat manusia, baik yang berada dalam kerangka
sistem maupun yang berada di luar sistem. (Rusli Muhammad, 2007 : 2).
Sebagai suatu sistem, peradilan pidana yang mempunyai kerangka
struktur atau sub-sistem seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan
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integratif agar dapat mencapai effisiensi dan effektivitas yang maksimal. Sub
sistem ini berupa polisi, jaksa, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan
lembaga koreksi baik yang sifatnya institusional maupun yang non
konstitusional. Dalam hal ini mengingat perannya semakin besar, penasehat
hukum dapat dimaksudkan sebagai quasi sub-system. (Rusli Muhammad,
2007 : 2).
Menurut Muladi, sistem peradilan pidana mempunyai dua dimensi
fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk
menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (crime
containment system). Di lain pihak sistem (secondary prevention), yakni
mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah
melakukan tindak kejahatan dan mereka yang bermaksud melakukan
kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.
(Muladi, Op.Cit,. : 21).
Berikut ini merupakan sub-sistem dari ruang lingkup yang menjadi
unsur-unsur proses penerapan peradilan pidana antar lembaga hukum saling
berhubungan di dalam penegakan hukum di masyarakat :
1. Kepolisian.
Apabila ada laporan dan pengaduan dari masyarakat telah terjadi
tindak pidana, maka proses pertama untuk pemeriksaan agar tepenuhi
unsur-unsur pidana dilakukan oleh polisi dengan melakukan proses
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Tindakan penyelidikan dan
penyidikan terdapat beberapa rangkaian kegiatan, akan tetapi setiap semua
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tindakan yang dilakukan itu masing-masing harus dibuatkan dengan berita
acara.
Berita acara yang dimaksud, berita acara mengenai pemeriksaan
tersangka, berita acara penangkapan, berita acara penahanan, berita acara
penggeledahan/ penyitaan dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu
kemudian dihimpun ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan
kemudian setelah itu dilimpahkan kepada kejaksaan. Berakhirnya kerja
subsistem kepolisian menunjukkan awal akan dimulainya bekerjanya sub-
sistem kejaksaan (Rusli Muhammad, 2007 : 5).
2. Kejaksaan
Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah di bidang hukum yang
memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan kekuasaan negara khusus
dalam wilayah penuntutan. Bekerjanya subsistem kejaksaan dalam
kaitannya dengan peradilan pidana tidak terlepas dari bahan-bahan (BAP
dan alat bukti) yang disampaikan oleh subsistem kepolisian. Sebelum
melakukan penuntutan ke pengadilan, penuntut umum sebagai organ dari
subsistem kejaksaan yang mendapat tugas menangani perkara pidana,
terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara. (Rusli
Muhammad, 2007 : 5).
Sub-sistem kejaksaan melalui penuntut umum setelah dinyatakan
berkas perkara telah lengkap (P-21), penuntut umum kemudian membuat
surat dakwaan yang dirumuskan berdasarkan pada berkas yang diajukan
oleh penyidik untuk kemudian dilanjutkan dengan melakukan penuntutan.
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Berdasarkan Pasal 1 angka 7 KUHAP memberikan pengertian tentang
penuntutan yaitu berupa tindakan penuntut umum untuk melimpahkan
perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang, dengan permohonan agar
diperiksa dan diputus oleh hakim dalam pengadilan. (Rusli Muhammad,
2007 : 5).
3. Pengadilan
Seperangkat peraturan menunjukkan bahwa pengadilan sebagai
sub-sistem peradilan pidana baik secara fungsional dan organisatoris
mengalami perubahan yang cukup signifikan. Akan tetapi, secara
fungsional lembaga peradilan berfungsi untuk memeriksa, mengadili, serta
memutuskan setiap perkara tindak pidana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.
Adapun aktivitas maupun kerja dari lembaga peradilan dapat
terlihat setelah adanya pelimpahan perkara ke pengadilan yang dilakukan
oleh sub-sistem kejaksaan. Rangkaian kegiatan itu dilanjutkan dengan
memeriksa dan diakhiri dengan putusan perkara pidana berdasarkan
keyakinan hakim, serta juga berlandaskan pada asas bebas, jujur dan tidak
memihak. (Rusli Muhammad, 2007 : 5).
4. Lembaga Pemasyarakatan
Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dari sub-
system pemidanaan di dalam sistem peradilan pidana. Pengelolaan dari
lembaga pemasyarakatan di bawah wewenang Departemen Hukum dan
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Hak Asasi Manusia/Dephukham. Sebagai suatu tahapan pemidanaan yang
terakhir, sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam
harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang ditopang oleh pilar-
pilar proses pemidanaan dari mulai sub-sistem kepolisian, kejaksaan, dan
pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek
pembinaan dari penghuni lembaga pemasyarakatan (LAPAS) yang disebut
sebagai narapidana (NAPI). (Sidik Sunaryo, 2005: 255).
Dalam sub-sistem lembaga pemasyarakatan dilakukan pembinaan
terhadap narapidana yakni terdiri pembinaan di dalam lembaga dan
pembinaan di luar lembaga. Pembinaan narapidana di dalam lembaga
pemasyarakatan meliputi pendidikan agama, pendidikan umum, dan
beragam kursus ketrampilan.
5. Balai Pemasyarakatan
a. Pengertian Balai Pemasyarakatan (Bapas)
Balai Pemasyarakatan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Kementerian Hukum dan HAM pada Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan merupakan ujung tombak dari proses tata peradilan
pidana, dimana dalam melakukan tugas di bidang Pemasyarakatan
dengan sistem pemasyarakatan khususnya pembinaan di luar Lembaga
Pemasyarakatan. Pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan antara
lain berupa pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan,
meliputi Narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, Anak Negara, Anak yang
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dikembalikan kepada orang tuanya berdasarkan Putusan Pengadilan dan
Pidana Bersyarat.
b. Landasan Hukum
Dalam melakukan kegiatan operasional BAPAS Magelang
dengan landasan hukum sebagai berikut :
1) Pancasila (Landasan Idiil)
2) UUD 1945 (Landasan Institusional)
3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
6) UU RI No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
7) UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
8) Keputusan Menteri Kehakiman No. M.05.PR.07.10 tahun 1984
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman
9) Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PR.07.03 tahun 1987
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai BISPA.
10) Keputusan Menteri, Peraturan Menteri, dan Surat-Surat Edaran,
diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun
1998 Tanggal 3 Februari 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan
Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan
2. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor E.39-
PR.05.03 Tahun 1987 Tanggal 8 September 1987 tentang
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Bimbingan Klien Pemasyarakatan
3. Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI Nomor E.40-PR.05.03
Tahun 1987 Tanggal 8 September 1987 tentang Bimbingan
Klien Pemasyarakatan
c. Tugas Balai Pemasyarakatan (Bapas)
Bimbingan Klien Pemasyarakatan merupakan tugas Balai
Pemasyarakatan (Bapas) selaku Unit Pelaksana Teknis untuk
mengintegrasikan klien di masyarakat. Jadi, Tugas Pokok Pelaksanaan
Pembimbingan adalah untuk mengetahui keadaan proses pembimbingan
berdasarkan dengan kondisi anak. Bimbingan Klien Pemasyarakatan
adalah bagian dari Sistem Pemasyarakatan yang mengandung aspek
penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan/
tuntunan bagi pelanggar hukum. Di dalam UU RI No 12 tahun 1995
tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa Sistem Pemasyarakatan
adalah:
“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan
Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang
dilaksanakan secara terpadu antara pembina dengan yang dibina dan
masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan
Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak
mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh
lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan
dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung
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jawab.”
Berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 3/1997,
pembimbing kemasyarakatan (PK) memang bertugas membantu
penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal, serta
membimbing, membantu dan mengawasi anak yang dijatuhi pidana
bersyarat. Bahkan pasal 42 ayat (2) secara tegas menyebut bahwa
penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari PK. Namun
diakui bahwa saran dari PK tidak selamanya manjur. Sebagai contoh
dapat dilihat data berikut. Dari daftar buku registrasi pada Sub Seksi
Bimbingan Klien Anak Bapas Magelang terdapat 26 kasus hasil
penelitian masyarakat di wilayah hukum Magelang, Dari ke 26 kasus
tersebut, 20 anak disarankan untuk diputus (divonis) dengan Pidana
Bersyarat, 4 anak untuk diserahkan ke lembaga sosial dan 2 anak untuk
dipidana penjara. Namun kenyataannya, Pengadilan Negeri Magelang
menjatuhkan pidana penjara sebanyak 19 kasus.
Menurut pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan. Setiap klien wajib mengikuti secara tertib
program bimbingan yang diadakan Bapas. Kenyataannya, ketentuan
tidak ada secara pasti klien wajib apel sebulan sekali hanya saja dalam
putusan pengadilan itu harus memenuhi ketentuan syarat-syarat khusus
di BAPAS Magelang. Jadi, ketentuan apel itu tergantung Pembimbing
Kemasyarakatan karena ada kewenangan khusus memberlakukan aturan
tertentu.
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Berdasarkan Pasal 42 ayat (2), dalam hal orang tua asuh atau
badan sosial tidak mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang
ditetapkan oleh Menteri, maka terpidana bersyarat anak tersebut ditarik
dari pembimbingannya dan ditempatkan kembali di LAPAS Anak.
Dasar hukum UU Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 pasal
29 ayat (2) bahwa selama menjalani masa pidana bersyarat jaksa
melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan
bimbingan agar anak nakal menepati syarat yang telah ditentukan. Jaksa
melakukan pengawasan bahwa ini menjadi dasar alasan tidak merasa
perlu melimpahkan ke BAPAS mungkin karena pidana singkat dan
kasusnya ringan.
Dasar hukum UU Pengadilan Anak Pasal 59 ayat (2) Hakim
wajib memperhatikan saran Bapas. Posisi rekomendasinya dalam
sidang yang hanya menjadi masukan bagi hakim dalam memutus
perkara yang melibatkan anak. Salah satu tugas dari Bapas adalah
memberi saran dalam persidangan terhadap anak nakal. Akan tetapi
dalam prakteknya terkadang putusan hakim tidak sejalan dari BAPAS.
Misalnya, BAPAS memberikan saran supaya anak nakal diputus
dengan pidana bersyarat tetapi hakim memberi putusan pidana penjara.
Tetapi ada kalanya juga Pembimbing Kemasyarakatan
memberikan saran pidana penjara tetapi hakim memutus pidana
bersyarat atau diserahkan ke lembaga sosial.
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d. Posisi Balai Pemasyarakatan (Bapas)
Posisi atau kedudukan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam
penegakan hukum di Indonesia, merupakan bagian integral atau satu
kesatuan dengan instansi penegak hukum lainya, yaitu Kepolisian,
Kejaksaan dan Pengadilan didalam proses hukum. Dalam hal
penegakan hukum bagi terpidana bersyarat, narapidana yang
memperoleh pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas ataupun cuti
bersyarat, Balai Pemasyarakatan dapat mengusulkan pencabutan status
terpidana bersyarat, narapidana yang memperoleh pembebasan
bersyarat, cuti menjelang bebas ataupun cuti bersyarat, apabila yang
bersangkutan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku atau yang
bersangkutan melakukan pelanggaran hukum lagi.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian berlokasi di Balai Pemasyarakatan Klas II Magelang yang
terletak di Jalan Gatot Subroto No. 18 Pakelsari Magelang dengan alasan Balai
Pemasyarakatan Kelas II Magelang sebagai lokasi penelitian karena anak itu
adalah potensi bangsa sebagai generasi penerus sehingga yang mereka sangat
rentan terhadap berbagai masalah khususnya masalah hukum. Data kenakalan
dari kurun waktu 2012-2013 selalu bertambah, maka perlu diketahui latar
belakang dengan harapan ada upaya / teori memberi wacana / teori untuk
memberi solusi agar minimal anak yang melakukan tidak berkembang
kenakalannya.
Disamping itu, alasan untuk memilih penelitian di Bapas Magelang,
karena ingin mengetahui proses pelaksanaan bimbingan anak nakal di Bapas
Magelang dan hambatan-hambatan apa yang ditemui di dalam pembimbingan
anak nakal.
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana prosedur
pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan
keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat dan lain-
lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau
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sebagaimana adanya meliputi intepretasi data dan analisis data. Selain itu juga
dimasukkan untuk eksplanasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena
kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable berkenaan
dengan masalah yang diteliti (Sanapiah Faisal, 2001 : 20).
Dengan demikian, penelitian ini akan membahas aktual dan
pemecahannya dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, dan
mengklasifikasikan, menganalisis dan mengintepretasikan secara deskripif atau
apa adanya. Seperti halnya penelitian deskripif, penelitian ini berusaha untuk
menggambarkan Pelaksanaan Pembimbing Kemasyarakaan Dalam Bimbingan
Terhadap Anak Nakal Di Balai Pemasyarakatan Magelang. Di dalam penelitian
ini tidak menggunakan hipotesis.
Pendekatan yang digunakan adalah dengan metode penelitian kualitatif,
karena data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa data deskripif yaitu
kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
Hal ini sesuai dengan pendapat Bogman dan Taylor yang dikutip Lexy. Selain
itu pendekatan kualitatif, digunakan untuk memahami suatu fenomena yang
sama sekali belum diketahui (Basrowi dan Suwandi, 2008 : 22). Melalui
pendekatan ini peneliti ingin menggali Pelaksanaan Pembimbingan terhadap
anak nakal di Balai Pemasyarakatan Magelang, hambatan-hambatan yang
ditemui oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pembimbingan anak
nakal di Balai Pemasyarakatan Magelang, serta upaya yang dilakukan oleh
Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang
ditemui dalam pembimbingan anak nakal di Balai Pemasyarakatan Magelang.
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C. Penentuan Subjek Penelitian
Penentuan Subjek Penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive ,
yaitu yang ditetapkan atas dasar tujuan tertentu yang mempunyai hubungan
erat dengan permasalahan yang diteliti. Penentuan subyek penelitian dalam
penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling
yang dimaksud adalah teknik pemilihan subjek penelitian berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan dan kriteria-kriteria tertentu (Moleong, 2000 :
165). Kriteria-kriteria tertentu (Moleong, 2000 : 165).
Subjek Penelitian yang dimaksud merupakan orang-orang yang
memiliki pengetahuan, pengalaman, informasi yang dapat
dipertanggungjawabkan yang terkait dengan masalah penelitian. Sehubungan
dengan itu maka penulis memilih subjek penelitian sebagai berikut:
1. Pembimbing Kemasyarakatan yang berpengalaman dalam membimbing
perkara anak nakal di Balai Pemasyarakatan Magelang,
2. Pembimbing Kemasyarakatan yang berpengalaman dalam pembimbingan
anak nakal di Balai Pemasyarakatan Magelang.
Mengingat pembimbingan anak nakal di Balai Pemasyarakatan Magelang juga
ada yang menangani klien dewasa, maka penulis menentukan subjek penelitian
ini dengan memilih subjek sebagai berikut :
1. Seorang Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan
Magelang.
2. Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak Balai Pemasyarakatan
Magelang yang berjumlah 7 (tujuh) orang.
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D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Wawancara
Menurut Moeleong (2006 : 186), wawancara adalah percakapan
dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu
pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan
terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
Maksud diadakan wawancara seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba
(1985: 266) antara lain: mengkontruksi perihal orang kejadian, kegiatan,
organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian, mengkontruksi
kebulatan-kebulatan harapan pada masa yang akan datang; memverivikasi,
mengubah dan memperluas kontruksi yang diikembangkan oleh peneliti
sebagai pengecekan anggota (Basrowi dan Suwandi, 2008 : 127).
Pada tahap penelitian lapangan penulis akan menggunakan teknik
wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang
pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan
yang diajukan (Lexy. J. Moleong, 2004: 138). Dalam penelitian ini,
peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang
memuat pokok permasalahan mengenai pelaksanaan pembimbing
kemasyarakatan dalam pembimbingan anak nakal di Balai
Pemasyarakatan Magelang, hambatan-hambatan yang ditemui dalam
pembimbingan anak nakal di Balai Pemasyarakatan Magelang.
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Wawancara tersebut dilaksanakan secara bebas tidak terpaku pada
pedoman wawancara. Pedoman wawancara hanya digunakan sebagai
pengendali agar tidak terjadi penyimpangan masalah yang diteliti.
2. Dokumentasi
Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mempelajari
arsip atau dokumen-dokumen. Dokumen menurut Guba dan Licoln (Lexy
J Moleong, 2006: 216) adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh
seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau
mengajukan akunting.
Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumen
pribadi dan dokumen resmi. Menurut Lexy J. Moleong (2006: 217-218)
dokumen pribadi adalah dokumen dari kejadian nyata tentang situasi
sosial dan arti berbagai faktor disekitar subjek penelitian. Dokumen
resmi seperti peraturan perundang-undangan, dan buku-buku yang
menunjang penelitian ini, antara lain dokumen mengenai struktur riil
organisasi BAPAS Magelang, jumlah personil Pembimbing
Kemasyarakatan, jumlah klien anak yang dibimbing, dokumen hasil
penelitian kemasyarakatan klien anak, serta laporan hasil pembimbingan
anak nakal di BAPAS Magelang.
E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah perlu dilaksanakan pemeriksaan keabsahan data. Teknik pemeriksaan
keabsahaan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan teknik cross
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check data. Cross check data dilakukan jika dalam pengumpulan data ganda
pada objek yang sama (Burhan Bungin, 2001: 95-96). Cross check data
penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecekkan
kembali hasil wawancara dengan dokumentasi mengenai pelaksanaan
pembimbing kemasyarakatan dalam pembimbingan anak nakal di Bapas
Magelang, serta membandingkan dan mengecek kembali dokumentasi dengan
dokumentasi mengenai pelaksanaan pembimbing kemasyarakatan dalam
pembimbingan anak nakal di Bapas Magelang.
F. Teknik Analisis Data
Analisis data menurut Patton yang dikutip oleh Lexy. J. Moleong
adalah proses mengatur urutan-urutan data ke dalam suatu pola, kategori, dan
satuan uraian data (Lexy. J. Moleong, 2007: 280).
Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah
teknik analisis induktif. Teknik analisis induktif dilakukan dengan cara
penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-
peristiwa kongkret, kemudian ditarik kesimpulan yang umum, yaitu dengan
cara menganalisis dan menyajikan dalam bentuk data deskriptif. Adapun
langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Reduksi Data
Reduksi data adalah proses pencarian, pemilihan, pemfokusan, dan
penyederhanaan data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data yang
dihasilkan dari wawancara dan dokumentasi merupakan data yang masih
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kompleks. Untuk itu peneliti melakukan pemilihan data yang relevan untuk
disajikan dengan memilih data yang dapat menjawab permasalahan
mengenai pelaksanaan pembimbing kemasyarakatan dalam pembimbingan
anak nakal di Magelang, hambatan-hambatan yang ditemui oleh
Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembimbingan anak nakal di Bapas
Magelang, serta upaya yang dilakukan oleh Bapas untuk mengatasi
hambatan-hambatan yang ditemui dalam pembimbingan anak nakal di
Magelang, selanjutnya data itu disederhanakan.
2. Unitisasi dan Kategorisasi
Data yang disederhanakan dan dipilih tersebut kemudian disusun
secara sistematis ke dalam unit-unit sesuai dengan sifat-sifat masing data
dengan menonjolkan hal-hal yang pokok dan penting. Unit-unit data yang
telah terkumpul dipilah-pilah kembali dan dikelompokkan sesuai dengan
kategori yang ada sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dari
hasil penelitian tentang peranan Bapas dalam pembimbingan anak nakal di
Magelang, hambatan-hambatan yang ditemui oleh Bapas dalam
pembimbingan anak nakal di Magelang, serta upaya yang dilakukan oleh
Bapas untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam
pembimbingan anak nakal di Magelang.
3. Pengambilan Kesimpulan
Data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas
kemudian ditarik kesimpulan dengan metode induksi yaitu yang berangkat
dari hal-hal khusus untuk memperoleh kesimpulan yang objektif sesuai
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fakta. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh kesimpulan mengenai
pelaksanaan pembimbing kemasyarakatan dalam pembimbingan anak
nakal di Bapas Magelang, serta upaya yang dilakukan oleh Bapas untuk
mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pembimbingan anak
nakal di Magelang.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Pembimbingan Anak Nakal di Balai Pemasyarakatan
Magelang
Dalam melaksanakan pembimbingan terhadap anak nakal yang
mendapatkan Pidana Bersyarat dari Pengadilan, Pembimbing
Kemasyarakatan menggunakan teknik pembimbingan yang berorientasi
kepada pengentasan masalah yang dihadapi oleh klien sesuai dengan kondisi
psikososial serta latar belakang kehidupan klien.
Melalui pendekatan psikososial dimaksudkan untuk mengenali
masalah-masalah internal klien, misalnya : keinginan, harapan ataupun
kebutuhan-kebutuhan klien, hambatan-hambatan klien sesuai dengan tahapan
perkembangan fisik mentalnya serta potensi yang dimiliki oleh klien. Namun
karena sesuatu hal, potensi yang dimiliki oleh klien yang mestinya dapat
dikembangkan terkadang menjadi terhambat/ terhalang karena tidak adanya
kemampuan dari klien untuk mengembangkan potensinya.
Dengan mengenali kondisi latar belakang sosial yang dialami oleh
klien, maka akan diperoleh informasi mengenai hal ihwal keluarga klien,
lingkungan masyarakat, serta teman-teman sepermainan klien yang turut
membentuk/ mendukung karakter klien menjadi anak yang nakal.
Teknik pembimbingan terhadap anak nakal yang mendapatkan pidana
bersyarat bukan diterapkan terhadap klien saja, akan tetapi juga diterapkan
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bagi keluarga klien, teman-teman sepermainan klien, serta lingkungan
masyarakat dimana klien dan keluarganya bertempat tinggal. Hal ini
dilakukan karena klien tinggal berada di lingkungan keluarga, teman dan
lingungan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya.
Adapun teknik pembimbingan yang dimaksud meliputi : bimbingan
perseorangan/ individu, bimbingan kelompok dan bimbingan organisasi
masyarakat. Ketiga teknik tersebut merupakan teknik dasar dalam
melaksanakan pembimbingan terhadap anak nakal yang mendapatkan pidana
bersyarat oleh pengadilan.
Teknik bimbingan perseorangan/ individu digunakan untuk
mendapatkan hasil yang maksimal dalam mengentaskan masalah yang
dihadapi oleh klien. Dalam pelaksanaannya Pembimbing Kemasyarakatan
berusaha membangun komunikasi interpersonal dan bersifat mendalam
dengan intensitas yang cukup.
Berkaitan dengan pelaksanaan pembimbingan perseorangan/ individu,
Pendekatan interpersonal (lebih bersifat sebagai pendekatan pribadi) dengan
maksud agar anak nakal mempunyai tempat mengadu segala kesulitan
maupun beban yang dihimpitnya. Dengan pendekatan individu ini pula
diharapkan agar anak nakal dapat menyadari akan segala kesalahan yang
telah diperbuatnya, dapat menuntun untuk lebih mendekatkan diri kepada
Tuhan Yang Maha Esa, serta dapat menghantar dan mengarahkan kembali
kepada lingkungan masyarakatnya secara baik dan sehat serta dapat
menemukan dan mengembangkan potensi dirinya.
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Teknik bimbingan kelompok digunakan dengan maksud untuk
mendapatkan dukungan dari keluarga dan atau teman-teman sepermainan
klien dalam rangka mengentaskan masalahnya. Dengan adanya dukungan
dari keluarga dan atau teman-teman sepermainannya, klien akan termotivasi
dan terbangun karakternya sesuai dengan norma-norma yang berlaku
dilingkungan keluarga dan lingkungan sepermainannya. Pemanfaatan
bimbingan kelompok diharapkan juga akan direspon oleh klien sebagai
penerimaan kehadiran klien dalam lingkungan keluarga dan atau lingungan
sepermainan yang positif. Karena tidak sedikit seorang anak yang melakukan
pemberontakan dengan menunjukkan perilaku anti sosial dalam rangka
menunjukkan eksistensi dirinya setelah merasa ditolak atau tidak diterima
oleh lingkungan keluarga dan atau teman-teman sepermainannya.
Teknik bimbingan organisasi masyarakat juga sangat diperlukan
dalam rangka mengentaskan klien dari masalah yang yang dihadapinya.
Bimbingan organisasi masyarakat lebih ditekankan kepada pemanfaatan
lembaga Pemerintahan Desa dimana klien bertempat tinggal sebagai
partisipan dalam memonitor perilaku klien dan atau sebagai fungsi
pengawasan sosial sebagai rasa tanggung jawab sosial dalam menciptakan
ketertiban masyarakat. Peran aktif dan keterlibatan Pemerintahan Desa dalam
mengentaskan masalah klien biasanya akan lebih efektif direspon oleh klien.
Hal tersebut sangat dimungkinkan, karena keberadaan Pemerintahan Desa
merupakan institusi yang paling bertanggung jawab dalam mewujudkan
ketertiban masyarakat desa. Dengan demikian klien diharapkan akan
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memiliki kesadaran diri dan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku
di lingkungan sosialnya.
Selain menggunakan teknik tesebut diatas, pembimbing
kemasyarakatan juga melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan
kebutuhan yang dituntut dalam mengentaskan masalah klien. Misalnya, peran
sebagai guru, fungsinya mendidik, mengajarkan ketrampilan life skill/
ketrampilan sosial, dan memahamkan terhadap persoalan-persoalan yang
dihadapi oleh klien. Peran sebagai motivator, fungsinya mendorong semangat
klien untuk berubah. Peran sebagai konsultan, fungsinya memberikan
konsultasi, bimbingan, pengarahan. Peran sebagai mediator, fungsinya
menjembatani kepentingan klien dengan sumber-sumber soal yang
dibutuhkan oleh klien dalam rangka memperbaiki dirinya. Peran sebagai
ventilator, fungsinya mendengarkan, menerima ataupun menampung
ungkapan-ungkapan permasalahan/ keluhan-keluhan klien. Peran sebagai
dinamisator, fungsinya menggerakkan aktifitas klien ke arah yang positif,
serta peran dan fungsi lainnya sesuai dengan permasalahan yang sedang
dihadapi oleh klien saat menghadap pembimbing kemasyarakatan dalam
melaksanakan kewajibannya apel di Bapas Magelang.
Agar lebih jelasnya, maka akan diuraikan pelaksanaan
pembimbingan terhadap dua orang anak yang telah diputus dengan
pidana bersyarat dari Pengadilan Negeri Mungkid sebagaimana tersebut
di bawah ini :
Dua anak tersebut adalah
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1. Klien PN
- Pertama, melakukan pencurian melanggar pasal 363 KUHP dan
diputus dengan pidana penjara selama 4 bulan dengan masa
percobaan selama 1 tahun.
- Kedua, setelah selesai menjalani masa percobaan selama 1 tahun,
pada tanggal 20 September 2011 masa pembimbingan klien diakhiri.
Selama menjalani masa pembimbingan klien dianggap baik karena
tidak melanggar hukum lagi, akan tetapi pada tanggal 21 Maret
2012, klien bersama temannya melakukan pelanggaran hukum lagi,
yaitu melakukan pencurian dengan kekerasan atau melanggar pasal
365 KUHP hingga akhirnya diputus dengan pidana penjara selama 2
bulan 15 hari.
2. Klien AN
- Pertama, pada tanggal 3 Oktober 2010 melakukan percobaan
pencurian, melanggar pasal 53 ayat (1) KUHP dan diputus dengan
pidana penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan selama 6
bulan.
 Kedua, sebelum selesai menjalani masa percobaan, pada tanggal
18 Maret 2011 klien melakukan pelanggaran hukum lagi, yaitu
melakukan percobaan pencurian, melanggar pasal 363 ayat (1) yo.
pasal 53 ayat (1) KUHP, hingga akhirnya oleh Bapas Magelang
klien dikembalikan lagi kepada pihak Kejaksaan Negeri Mungkid.
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Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bapas Magelang, maka
pembimbingan terhadap klien PN dilakukan dengan melalui 3 tahap, yaitu
: Pembimbingan tahap awal, Pembimbingan tahap kedua atau lanjutan, dan
Pembimbingan tahap akhir.
Karena PN menjalani pidana bersyarat selama satu tahun, maka
untuk menentukan tahap awal, lanjutan dan tahap akhir ditentukan dengan
cara dibagi menjadi tiga tahap. Hal tesebut dimaksudkan untuk
mempermudah pelaksanaan evaluasi dalam setiap tahap pembimbingan.
Pembimbingan klien PN tahap awal dimulai dari tanggal 27 September
2010 sampai dengan 20 Januari 2011, tahap kedua/ lanjutan dari tanggal
21 Januari 2011 sampai dengan 20 Mei 2011 dan tahap akhir proses
pembimbingan dari tanggal 21 Mei 2011 sampai dengan 20 September
2011.
Adapun mengenai ketiga tahapan pembimbingan tersebut di atas
dapat dijelaskan dalam uraian sebagaimana tersebut di bawah ini :
a. Pembimbingan tahap awal (27 September 2010 sampai dengan 20
Januari 2011)
Pada tahap awal ini, setelah Pembimbing Kemasyarakatan
melakukan persiapan-persiapan seperlunya, diantaranya dengan
membuat surat panggilan kepada klien dan mempersiapkan surat tugas
untuk melakukan home visite (kunjungan ke keluarga klien). Setelah
surat tugas tersebut ditandatangani oleh Kepala Bapas Magelang,
Pembimbing kemasyarakatan kemudian berangkat guna melakukan
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penelitian kemasyarakatan bimbingan klien Pidana Bersyarat. Dengan
bekal surat tugas tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan lalu
mendatangi Kantor Pemerintah Desa/ Kelurahan setempat untuk
melakukan koordinasi dan menyampaikan informasi tentang salah
seorang warganya yang terkena kasus hukum dan diputus dengan
pidana bersyarat. Dalam kesempatan bertemu dengan Kepala Desa
ataupun perangkat desa yang lain, Pembimbing Kemasyarakatan juga
berusaha untuk mendapatkan informasi mengenai tanggapan
penerimaan masyarakat dan Pemerintah desa/ kelurahan setempat
terhadap salah seorang warganya yang sedang menjalani Pemidanaan
Bersyarat serta informasi lain yang dipandang perlu sebagai data
pendukung untuk pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan
(Litmas) bimbingan klien.
Hasil dari kunjungan ke Pemerintah Desa/ Kelurahan diperoleh
keterangan bahwa pemerintah desa menyatakan keprihatinannya
terhadap perkara yang telah dilakukan oleh klien, namun karena perkara
klien telah diproses secara hukum maka pemerintah desa berharap agar
klien mendapat sanksi hukum yang ringan dan kedepannya pemerintah
desa akan berusaha ikut memberikan pembinaan sosial lebih lanjut
kepada klien.
Selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan mendatangi rumah/
keluarga klien guna bertemu orang tua/ wali klien dan klien. Pada
pertemuan awal tersebut Pembimbing Kemasyarakatan
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memperkenalkan diri sebagai petugas yang ditunjuk untuk membimbing
klien serta berusaha membangun relasi sosial yang simpatik, seraya
menjelaskan maksud kedatangannya. Sebelum menyampaikan surat
panggilan kepada klien, Pembimbing Kemasyarakatan juga berusaha
memberi penjelasan kepada orang tua/ wali klien tentang putusan
pemidanaan bersyarat terhadap diri klien.
Setelah komunikasi berjalan baik dan mendapatkan penerimaan
dari keluarga klien, Pembimbing Kemasyarakatan lalu mengadakan
wawancara untuk menanyakan identitas klien, identitas kedua orang tua,
susunan keluarga, keadaan ekonomi orang tua, kehidupan beragama,
pendidikan formal maupun informal yang telah dilalui oleh klien, serta
jenis tindak pidana yang dilakukan oleh klien, dan bagaimana tindak
pidana tersebut dan bagaimana jalan peristiwa kejadian tindak pidana
tersebut. Hasil wawancara tersebut akan digunakan untuk membuat
laporan penelitian kemasyarakatan bimbingan klien.
Seiring dengan itu, Pembimbing Kemasyarakatan juga melakukan
orientasi dan observasi lingkungan tempat tinggal keluarga klien.
Orientasi dan Observasi dimaksudkan untuk mengenali potensi-potensi
lingkungan keluarga dan sosial klien yang dapat dijadikan sebagai data
untuk mendukung bagi pelaksanaan bimbingan klien berlangsung.
Langkah berikutnya, Pembimbing Kemasyarakatan menyerahkan surat
panggilan kepada klien dan membuat kesepakatan bersama klien dengan
diketahui oleh orang tua/ wali klien untuk mengadakan pertemuan di
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Kantor Bapas Magelang.
Pada pertemuan yang kedua klien apel di kantor Bapas
Magelang antara klien dengan Pembimbing Kemasyarakatan, biasanya
klien tidak langsung dapat beradaptasi dengan lingkungan Bapas
Magelang. Maka Pembimbing Kemasyarakatan berusaha menciptakan
kondisi yang aman dan nyaman bagi klien, seraya menumbuhkan rasa
kepercayaan pada diri klien terhadap Pembimbing Kemasyarakatan.
Pembimbingan terhadap klien, sebelum dilakukan wawancara
tentang hal ikhwal klien yang bersangkutan, biasanya Pembimbing
Kemasyarakatan menjelaskan tentang maksud pidana bersyarat yang
diputus oleh Hakim Pengadilan atas diri klien, yaitu klien diputus
pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun.
Maksudnya adalah, ancaman pidana penjara selama 6 bulan tidak akan
dijalani/ klien tidak akan dipenjara selama 6 bulan apabila selama masa
1 tahun tersebut, klien tidak melakukan pelanggaran hukum.
Kalau seandainya masa percobaan selama 1 tahun besok hari
akan berakhir/ kurang satu hari, tetapi apabila klien melakukan
pelanggaran hukum lagi, maka klien harus menjalani masa pidana
penjara selama 6 bulan ditambah dengan pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang baru dilakukan.
Selain itu Pembimbing Kemasyarakatan juga menjelaskan
status, kewajiban-kewajiban dan hak-haknya selama klien berstatus
sebagai terpidana bersyarat. Kewajiban-kewajiban klien harus menjalani
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apel di Bapas Magelang setiap bulan sekali, tetapi juga kewajiban
selama klien hidup dalam lingkungan keluarga dan sosialnya, yaitu
klien dan tidak boleh melakukan pelanggaran hukum lagi dan harus
berperilaku yang baik selama menjalani masa pidana bersyarat.
Penyampaian penjelasan terhadap klien juga meliputi konsekwensi bagi
klien apabila klien melakukan pelanggaran hukum lagi selama
menjalani pidana bersyarat.
Dalam menjelaskan kepada klien, Pembimbing
Kemasyarakatan berusaha menyampaikan dengan menggunakan
pendekatan interpersonal yang sesuai dengan tingkat pemahaman klien
agar klien tidak mengalami ketegangan psikologis.
Dalam tahapan ini Pembimbing kemasyarakatan belum
melakukan bimbingan secara mendalam. Pendekatan interpersonal
(lebih bersifat sebagai pendekatan pribadi) dengan maksud agar PN
mempunyai tempat mengadu segala kesulitan maupun beban yang
dihimpitnya. Dengan pendekatan pribadi ini diharapkan agar PN dapat
menyadari akan segala kesalahan yang telah diperbuatnya, dapat
menuntun PN untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha
Esa, serta dapat menghantar dan mengarahkan PN kembali kepada
lingkungan masyarakatnya secara baik dan sehat serta dapat
menemukan potensi dirinya.
Oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak
harus berperan sebagai guru, sebagai orang tua, dan sekaligus kepada
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teman. Sehingga terjadi suatu hubungan yang harmonis antara
Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak dengan anak yang
dibimbing. Setelah dipandang cukup, maka klien meninggalkan Bapas
Magelang.
Dengan bekal data yang telah didapat dari Kepala Desa/
ataupun perangkat desa yang lain, orang tua/ keluarga klien dan juga
dari klien, maka tugas selanjutnya bagi PK adalah membuat Laporan
Penelitian Kemasyarakatan Bimbingan Klien Pidana Bersyarat atas
nama PN. Konsep tersebut kemudian dibawa ke sidang Tim Pengamat
Pemasyarakatan (TPP) yang terdiri dari para Pembimbing
Kemasyarakatan dan dipimpin oleh Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien
Anak pada tanggal 15 Oktober 2011. Dalam sidang TPP tersebut,
Pemimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil Penelitian
Kemasyarakatan untuk Bimbingan Klien Pidana Bersyarat atas nama
PN beserta assesment (pemahaman masalah) terhadap latar belakang
sosial klien dan keluarga klien, yaitu :
a. Kurangnya pengetahuan dari orang tua klien dalam memberikan pola
pendidikan yang tepat kepada klien, terlebih karena klien dibesarkan
dalam keluarga yang tidak utuh (broken home) dimana ayah klien
tidak memberikan perhatian untuk mengurus dan merawat klien
sejak klien masih kecil sehingga klien kehilangan figur seorang ayah
yang bisa memberikan dukungan bagi klien untuk mengembangkan
mental dan karakternya. anggota keluarga yang ada kurang
57
memberikan pengawasan kepada klien dan cenderung tidak berbuat
sesuatu untuk mengontrol perilaku klien.
b. Klien tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi
setelah lulus SD dan lebih senang keluyuran bersama teman-
temannya hingga jarang pulang ke rumah.
c. Teman pergaulan klien bisa dikatakan sebagai anak-anak yang
memiliki perilaku negatif, seperti kebiasaan merokok di usia dini,
nongkrong-nongkrong bahkan gemar mabuk-mabukan.
d. Klien masih tergolong anak-anak yang belum stabil kondisi
psikologisnya dan mudah terpengaruh oleh teman-teman
sepermainannya tanpa memikirkan akibatnya.
Berdasarkan assesment tersebut, kemudian diadakan penilaian
mengenai kegiatan yang telah dilakukan oleh Pembimbing
Kemasyarakatan dan menentukan rencana program bimbingan terhadap
diri klien pada tahap awal. Dalam bimbingan tahap awal ini
Pembimbing kemasyarakatan melaksanakan pembimbingan dengan
memberi penjelasan terhadap ketentuan-ketentuan dan kewajiban-
kewajiban klien selama menjalani masa Pidana Bersyarat.
Program pembimbingan tahap awal tersebut meliputi :
1. Klien wajib datang apel setiap sebulan sekali ke Bapas Magelang
dan Pembimbing Kemasyarakatan mengadakan kunjungan ke
keluarga secara berkala dan insidental.
2. Bimbingan mental dan keagamaan.
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Dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan memberikan nasihat dan
menganjurkan kepada klien agar melaksanakan ibadah agamanya
dengan baik serta nasihat-nasihat lain yang relevan dengan agama
klien.
3. Bimbingan kemandirian.
Dalam bimbingan kemandirian Pembimbing Kemasyarakan
memberikan penguatan potensi yang dimiliki oleh klien dalam
menjalani kehidupannya. Sehingga klien memiliki rasa percaya diri
bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk menjadi anak yang baik
dan tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain di masa
yang akan datang.
Bimbingan kemandirian ini caranya memberi motivasi
kepada klien untuk mengembangkan kemampuannya di bidang
perbengkelan sepada motor, karena secara kebetulan klien memiliki
kemampuan/ ketrampilan di bidang bengkel sepeda motor.
Pembimbing Kemasyarakatan juga mengarahkan klien agar
berorientasi mencari ilmu dan pengalaman dalam bekerja di
bengkel. Dengan demikian diharapkan klien akan memiliki
peningkatan yang signifikan dalam perbengkelan sehingga pada
akhirnya klien benar-benar siap untuk mandiri sebagai pengusaha
bengkel sepeda motor sendiri jika telah memiliki kesempatan dan
kemampuan baik moril maupun finansial.
4. Bimbingan pendidikan.
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Bimbingan pendidikan yang diberikan kepada klien yaitu,
Pembimbing Kemasyarakatan memberikan nasihat tentang arti
pentingnya pendidikan serta motivasi agar klien bisa melanjukan
sekolah demi masa depannya yang lebih baik.
5. Bimbingan motivasi pengembangan potensi klien.
Dalam hal ini pembimbing kemasyarakatan memberikan dorongan
kepada klien agar klien dapat memanfaatkan potensi yang
dimilikinya. Apabila klien dapat mengembangkan potensinya, maka
klien akan memiliki kesempatan menjadi orang yang lebih baik dari
hari-hari sebelumnya.
6. Bimbingan keluarga.
Dalam hal bimbingan keluarga, Pembimbing Kemasyarakatan
mengarahkan agar klien menyadari bahwa dirinya merupakan bagian
dari keluarga. Oleh karena itu klien harus menjadikan keluarga
sebagai tempat untuk mengembangkan potensinya. Disamping iu
pembimbing Kemasyarakatan menyarankan kepada ibu klien agar
lebih memperhatikan dan mengawasi klien terutama saat berada di
luar rumah.
b. Pembimbingan tahap kedua atau lanjutan (21 Januari 2011 sampai
dengan 20 Mei 2011)
Berdasarkan assesment (pemahaman masalah) terhadap latar
belakang sosial klien dan keluarga klien, sesuai dengan program bimbingan
yang telah diputuskan dalam awal sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan
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(TPP), maka Pembimbing harus menjalankan rencana program tersebut.
Namun setelah 6 bulan berlalu, klien ternyata tidak melaksanakan
kewajibannya untuk datang apel ke Bapas Magelang. Dengan adanya
masalah tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan kemudian melaksanakan
home visite (kunjungan ke keluarga) klien pada tanggal 21 Februari 2011
guna mencari informasi dari keluarga klien tentang masalah-masalah yang
dihadapi oleh klien dan atau keluarganya. Dari hasil home visite tersebut,
setelah Pembimbing Kemasyarakatan mendapatkan data tentang
permasalahan yang dihadapi oleh klien dan atau keluarganya, maka pada
tanggal 28 Februari 2011 Pembimbing Kemasyarakatan membawa masalah
yang berhasil diidentifikasi ke dalam sidang Tim Pengamat
Pemasyarakatan guna mendapatkan evaluasi dan masukan dari para
Pembimbing Kemasyarakatan (peserta sidang TPP).
Dalam sidang TPP tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan
mendapatkan masukan dukungan dari peserta sidang TPP agar
Pembimbing Kemasyarakatan konsisten dengan program bimbingan
sebagaimana yang telah disepakati pada saat sidang TPP diawal masa
bimbingan klien.
Berdasarkan hasil sidang TPP tahap kedua/ lanjutan, maka
Pembimbing Kemasyarakatan kemudian melaksanakan home visite ke
keluarga klien lagi pada tanggal 17 Maret 2011. Dalam melaksanakan
pembimbingan secara insidental ini Pembimbing Kemasyarakatan
menyesuaikan dengan kebutuhan dan keperluannya dengan
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mempertimbangkan kemampuan dana dan sarana yang ada.
Pembimbingan di sini lebih banyak bersifat membangun mental
kepribadian klien, meningkatkan ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa, selain
itu Pembimbing Kemasyarakatan juga berusaha menanamkan nilai-nilai
kemandirian pada diri klien. Misalnya Pembimbing Kemasyarakatan
memberikan nasehat, motivasi dan penguatan mental. Disamping itu
Pembimbing Kemasyarakatan juga memberikan bimbingan dan
penyuluhan kepada klien dan keluarganya disesuaikan dengan latar
belakang dan kondisi mereka, khususnya yang berhubungan dengan tidak
hadirnya klien melaksanakan apel di Bapas Magelang.
Apabila dikarenakan faktor internal yang berhubungan dengan
masalah keluarga yang tidak utuh sehingga tidak dapat melaksanakan
fungsi keluarga, maka Pembimbing Kemasyarakatan berupaya memberikan
bimbingan lebih dahulu terhadap anggota keluarga yang ada terutama
kakek dan nenek klien. Sedangkan bila terkait pada masalah pergaulan
dalam kelompoknya, maka diupayakan agar klien menjauhi dari kelompok
lamanya untuk menghindari terulangnya tindak pidana kembali. Namun
apabila terkait pada masalah ekonomi keluarga, maka Pembimbing
Kemasyarakatan berusaha mencarikan sumber-sumber pertolongan yang
dapat dimanfaatkan oleh keluarga klien dalam rangka memenuhi kebutuhan
ekonominya seraya memberikan memotivasi untuk berusaha di jalan yang
halal dan tidak melanggar hukum.
Sedangkan untuk pembimbingan yang lebih bersifat sebagai suatu
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pembimbingan fisik, seperti pendidikan ketrampilan kerja juga diberikan,
namun hal itu tergantung dari minat klien anak yang dibimbing itu sendiri.
Dengan demikian tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah memberikan
memotivasi dan mendorong agar klien mau berusaha ke arah yang lebih
baik sehingga dapat mengembangkan dirinya dan menjadi individu yang
mandiri. Kemudian Pembimbing Kemasyarakatan juga memberikan nasehat
akan pentingnya bersekolah karena ilmu pengetahuan harus dimiliki
seorang anak sebagai generasi penerus bangsa. Pembimbing
Kemasyarakatan juga menjelaskan akan pentingnya mengikuti kegiatan
kepramukaan atau organisasi lainnya seperti Karang Taruna, serta perlunya
memiliki ketrampilan kerja sehingga ia dapat menjadi tenaga muda yang
siap menghadapi dunia kerja.
Kaitannya dengan pendidikan/ sekolah klien, maka Pembimbing
Kemasyarakatan menanyakan bagaimana perkembangan sekolah klien.
Apakah klien mempunyai permasalahan dalam melanjutkan sekolahnya
ataukah tidak. Pada saat melakukan kenakalannya klien baru menduduki
bangku kelas 6 SD, bahkan pada saat itu ia sedang menghadapi ujian akhir
semester. Pada waktu pembimbingan tahap lanjutan ini sesuai pengamatan
yang dilakukan oleh peneliti, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan
nasehat dan memotivasi agar klien tetap melanjutkan sekolahnya, karena
pada saat itu bersamaan dengan pendaftaran peserta didik baru. Selain itu
Pembimbing Kemasyarakatan memberikan nasehat kepada klien untuk
selalu rajin dengan mengikuti les di sekolahnya. Kemudian Pembimbing
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Kemasyarakatan juga memberikan nasehat agar menjadi anak yang lebih
bertanggung jawab sehingga klien dapat menyadari kesalahannya dan tidak
mengulangi tindakan melanggar hukum.
Setelah kunjungan Pembimbing Kemasyarakatan ke keluarga klien
pada tanggal 17 Maret 2011, akhirnya klien dapat menjalankan apel setiap
sebulan sekali ke Bapas Magelang, walau hanya tiga bulan berturut-turut,
yaitu tanggal 22 Maret, 28 April dan 24 Mei 2011.
Pada periode pertama klien anak datang diterima bagian registrasi
yaitu klien didata riwayat hidup, baik identitas anak maupun identitas
keluarga. Setelah registrasi kemudian dilakukan sidik jari. Tahap pertama
sifatnya mendekatkan klien dengan tugas artinya supaya klien tidak
memiliki rasa takut, mengakui petugas sebagai pengganti orang tua/ wali/
sahabatnya.
Setelah itu anak diberi penjelasan tentang status, kewajiban dan
haknya. Selama klien berstatus terpidana bersyarat diberikan penjelasan
ketentuan-ketentuannya wajib lapor sebulan sekali menemui Pembimbing
Kemasyarakatan. Dalam tahapan ini belum dilakukan bimbingan secara
mendalam. Anak dijelaskan dengan maksud putusan pidana bersyarat yang
telah ditetapkan pengadilan, terdakwa diputus pidana pokok 6 bulan penjara
dengan masa percobaan 1 tahun. Petugas menjelaskan maksud selama 6
bulan pidana penjara tidak akan dijalani, tidak akan dipenjara selama 6
bulan. Apabila selama masa 1 tahun tersebut, klien tidak melakukan
pelanggaran hukum. Kalau seandainya besok pidana akan berakhir, tetapi
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kurang satu hari ini melakukan pelanggaran hukum lagi, maka tetap anak itu
melanggar sebelum habis masa percobaan klien harus menjalani masa
pidana penjara selama 6 bulan ditambah dengan masa pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang baru dilakukan.
Klien datang melapor pada periode kedua. Pembimbing
Kemasyarakatan mulai berusaha memahami permasalahan klien, Latar
Belakang, berusaha mengungkap masalah internal dan eksternal. Klien akan
dibimbing oleh petugas, tetapi sebelum memberi bimbingan akan
disesuaikan dengan masalah klien, misalnya kasus pencurian berarti proses
pembimbingan menyadarkan anak bahwa mencuri itu tidak baik dan
merugikan orang lain sehingga klien terhindar dari keinginan untuk
melakukan kejahatan, karena dia sudah tahu bahwa kejahatan itu tidak boleh
dilakukan.
Pada apel ketiga, sudah masuk materi pembimbingan secara
mendalam sesuai dengan keadaan klien. Misalnya klien merasa tidak
nyaman sekolah. Ketika duduk di kelas 6 SD, klien sering tidak masuk
sekolah tanpa alasan. Setelah dipahami permasalahannya maka diketahui
bahhwa PN tidak memiliki kemampuan berkomuniikasi yang baik
sehingga dia mengalami hambatan dalam bersosialisasi di lingkungan
sekolahnya. Meskipun pada akhirnya PN tamat dari sekolah dasar, akan
tetapi PN tidak berkeinginan untuk melanjutkan sekolah hingga jenjang
pendidikan yang lebih tinggi (SMP atau sederajad).
Dalam masalah pendidikan, Pembimbing Kemasyarakatan
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memberikan bimbingan terhadap PN dengan mendorong PN agar dapat
meneruskan pendidikannya di SMP terbuka di Kecamatan Mertoyudan
Magelang dengan pertimbangan karena usianya sudah melebihi batas
apabila masuk ke lembaga formal pendidikan SMP.
Setelah tiga bulan berturut-turut klien datang apel ke Bapas
Magelang, maka setelah dilakukan evaluasi oleh pembimbing
Kemasyarakatan bersama Kepala Sub Sie Bimbingan klien Anak di luar
sidang TPP, kurangnya klien mematuhi saran-saran yang diberikan oleh
Pembimbing Kemasyarakatan karena berbagai faktor yang bersifat internal
dan eksternal pihak klien dan atau keluarganya.
Begitupun sebaliknya, Pembimbing Kemasyarakat juga tidak dapat
melaksanakan kunjungan ke rumah/ keluarga klien setiap bulan guna
memantau perkembangan klien selama menjalani masa pembimbingan di
lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakatnya karena keterbatasan
sumber dana yang ada dan keterbatasan Pembimbing Kemasyarakatan yang
bersangkutan. Selama satu tahun masa pembimbingan, Pembimbing
Kemsyarakatan hanya melaksanakan home visite/ kunjungan ke keluarga
klien sebanyak empat kali, yaitu diawal penerimaan klien, dipertengahan
masa pembimbingan klien dan di awal tahap bimbingan akhir serta saat
pengakhiran bimbingan klien. Mengenai hambatan-hambatan dalam proses
pembimbingan akan diuraikan dalam Bab IV ini pada halaman berikutnya.
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c. Pembimbingan Tahap Akhir (21 Mei 2011 sampai dengan 20
September 2011)
Memasuki tahap akhir pelaksanaan bimbingan terhadap klien,
maka berdasarkan apa yang telah berhasil dicapai pada pembimbingan tahap
awal dan tahap lanjutan serta didasarkan pada rencana program
pembimbingan tahap akhir yang telah disusun dalam sidang Tim Pengamat
Pemasyarakatan (TPP) tahap awal dan tahap kedua/ lanjutan masa
pembibingan, maka dalam pembimbingan tahap akhir ini Pembimbingan
Kemasyarakatan berusaha untuk menuntaskan segala persoalan yang
dihadapi oleh klien anak. Dengan keadaan ini diharapkan anak dapat
mengakhiri masa pembimbingannya dengan sukses sesuai dengan tujuan
pembimbingan itu sendiri. Pembimbing Kemasyarakatan selalu berusaha
untuk mengetahui setiap persoalan yang dihadapi oleh klien dan berusaha
untuk dapat ikut serta menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapinya.
Memasuki tahap akhir pembimbingan terhadap klien, Pembimbing
Kemasyarakatan pada saat melaksanakan kunjungan ke rumah/ keluarga
klien dapat memantau perkembangan klien selama menjalani masa
pembimbingan di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakatnya. Pada
kesempatan tersebut Pembimbing Kemasyarakatan menanyakan kembali
kepada klien dan keluarganya tentang permasalahan lain yang dihadapi oleh
klien dan keluarga. Pembimbing Kemasyarakatan juga mencari informasi
mengenai perkembangan perilaku klien, selama klien berada dalam
pembimbingan Bapas, apakah sudah ada perkembangan perilaku yang lebih
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baik dari diri klien pribadi ataukah belum. Pembimbing Kemasyarakatan
tidak lupa selalu mengingatkan agar klien dan keluarga lebih meningkatkan
ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Pembimbingan terhadap klien PN akhirnya dapat berjalan dengan
berbagai keterbatasan yang ada, hingga akhirnya pada tanggal 20 September
2011 pembimbingan klien PN diakhiri tanpa melakukan pelanggaran hukum
lagi.
Pembimbingan terhadap klien AN, pada hakekatnya tidak jauh
berbeda dengan proses pembimbingan terhadap klien PN. Setelah
Pembimbing Kemasyarakatan melakukan home visite (kunjungan ke
rumah/ keluarga) klien AN pada tanggal 15 Februari 2011 guna
menyerahkan surat panggilan kepada klien AN, maka Pembimbing
Kemasyarakatan juga berusaha mendapatkan informasi dari pihak keluarga
klien dan pemerintah desa setempat serta dari para tetangga klien. Informasi
yang dikumpulkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dimaksudkan sebagai
bahan penyusunan Litmas bimbingan bagi klien AN.
Pada saat bertemu dengan klien dan orang tua klien, maka
Pembimbing Kemasyarakatan meminta kepada klien agar bisa hadir sesuai
dengan waktu yang tertulis di dalam surat panggilan, maka setelah ada
kesanggupan dari klien dengan diketahui oleh orang tuanya, Pembimbing
Kemasyarakatan kemudian berpamitan pulang dan meninggalkan keluarga
klien.
Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dengan didampingi
68
oleh orang tuanya klien AN datang ke Bapas Magelang dan kemudian
diterima oleh bagian Piket dan selanjutnya dihadapkan pada bagian
registrasi Bapas Magelang. Setelah urusan registrasi selesai, klien AN lalu
dihadapkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan. Pada saat proses
penerimaan klien AN dilakukan, Pembimbing Kemasyarakatan kemudian
berusaha menjelaskan tentang maksud pidana bersyarat yang diputus oleh
Hakim Pengadilan atas diri klien, yaitu klien diputus pidana penjara selama
3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan. Maksudnya adalah, ancaman
pidana penjara selama 3 bulan tidak akan dijalani/ klien tidak akan
dipenjara selama 3 bulan apabila selama masa 6 bulan tersebut, klien tidak
melakukan pelanggaran hukum. Kalau seandainya masa percobaan selama
6 bulan besok hari akan berakhir/ kurang satu hari, tetapi apabila klien
melakukan pelanggaran hukum lagi, maka klien harus menjalani masa
pidana penjara selama 3 bulan ditambah dengan pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang baru dilakukan.
Pembimbing Kemasyarakatan juga menjelaskan status, kewajiban-
kewajiban dan hak-haknya selama klien berstatus sebagai terpidana
bersyarat. Kewajiban-kewajiban klien bukan terhadap Bapas Magelang saja,
yaitu klien harus menjalani apel di Bapas Magelang setiap bulan sekali,
tetapi juga kewajiban selama klien hidup dalam lingkungan keluarga dan
sosialnya, yaitu klien dan tidak boleh melakukan pelanggaran hukum lagi
dan harus berperilaku yang baik selama menjalani masa pidana bersyarat.
Penyampaian penjelasan terhadap klien juga meliputi konsekwensi bagi
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klien apabila klien melakukan pelanggaran hukum lagi selama menjalani
pidana bersyarat. Namun sekitar 1½ (satu setengah) bulan, Bapas Magelang
mendapatkan informasi dari pihak Kepolisian Sektor Ngluwar Magelang
bahwa klien atas nama AN telah melakukan pelanggaran hukum lagi.
Tepatnya tanggal 18 Maret 2011, klien melakukan melakukan percobaan
pencurian lagi atau melanggar pasal 363 ayat (1) yo. pasal 53 ayat (1)
KUHP. Berdasarkan informasi tersebut, pada tanggal 30 Maret 2011
Pembimbing Kemasyarakatan kemudian melakukan home visite (kunjungan
ke rumah/ keluarga) dan pemerintah desa setempat guna melakukan
konfirmasi dan mengecek kebenarannya. Pada saat itu diperoleh informasi
bahwa klien AN benar-benar telah melakukan pelanggaran hukum lagi.
Setelah diperoleh kejelasan tentang pelanggaran hukum yang
dilakukan oleh klien AN, akhirnya klien dikembalikan lagi kepada pihak
Kejaksaan Negeri Mungkid melalui surat tanggal 19 April 2011 nomor :
W9.Eq-PK.01.01.04-735. Atas kasus tersebut klien harus menjalani pidana
penjara selama 3 bulan dari kasus pencurian yang pertama dia lakukan dan
ditambah dengan putusan pengadilan untuk kasus pencurian yang kedua,
yakni, klien diputus dengan pidana penjara selama 2 bulan 15 hari. Jadi,
secara keseluruhan klien harus menjalani pidana penjara selama 5 bulan 15
hari.
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B. Hambatan Pembimbingan Anak Nakal di Balai Pemasyarakatan
(BAPAS) Magelang
Masalah yang dirasakan dalam menyelenggarakan tugas
membimbing dan mengawasi anak yang diputus pidana bersyarat di Bapas
Magelang, dalam rangka menyelenggarakan salah satu tugas pokok BAPAS
meliputi faktor intern dan ekstern dari BAPAS Magelang. Substansi kedua
faktor tersebut dapat dijelaskan sebagaimana uraian di bawah ini :
1. Hambatan-hambatan yang bersifat intern dari BAPAS Magelang, antara
lain terdiri dari:
a. Kurangnya intensitas pembimbingan.
Seorang anak yang sudah diputus pidana bersyarat, tetapi tidak
menepati syarat yang telah ditentukan, maka klien atas nama AN ketika
menjalani masa pidana bersyarat melakukan pelanggaran hukum lagi
sebelum menyempatkan diri mengikuti lapor diri (apel) sehingga
pelayanan dari Bapas hanya berupa pendampingan saat menjalani
sidang di Pengadilan Negeri, maka kemudian efektifitas pembimbingan
dirasa masih sangat kurang. Karena bimbingan sangat terbatas hanya
sambil menghadiri sidang memberi bimbingan dengan klien berupa
nasehat, motivasi dan penguatan mental.
Adapun seorang anak yang pernah dibimbing oleh Bapas
hingga bimbingan diakhiri sesuai dengan putusan Pengadilan, dan
setelah bebas klien melanggar hukum lagi, maka klien atas nama PN
pada waktu menjalani masa pidana bersyaratnya klien tidak dapat apel/
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lapor diri pada waktu yang telah ditentukan. Klien dijatuhi pidana
bersyarat dengan masa percobaan 12 bulan, namun hanya datang 3 kali
apel, karena jarak yang cukup jauh dengan kantor Bapas Magelang
sehingga klien selama menjalani masa pidana bersyarat klien datang
melapor menemui Pembimbing Kemasyarakatan hanya tiga kali
pertemuan saja. Dengan pemberian bimbingan yang sangat terbatas ini
kurang efektif.
b. Keterbatasan dana
Pada tahun anggaran 2010 dan 2011, anggaran yang tersedia
bagi BAPAS untuk penyelenggaraan home visit tidak sebagaimana
tahun-tahunn sebelumnya. Dimana pada tahun tersebut pemerintah
sedang mengadakan pengetatan anggaran yang bersifat politis.
Pengetatan anggaran dimaksud rata-rata dialami oleh BAPAS di
seluruh Indonesia mencapai 50% dari tahun-tahun sebelumnya. Padahal
tupoksi BAPAS tidak hanya melaksanakan bimbingan terhadap
terpidana bersyarat, akan tetapi juga melaksanakan pendampingan
terhadap anak yang bermasalah dengan hukum diantaranya mengikuti
sidang pengadilan anak dimana juga memerlukan biaya perjalanan
dengan menggunakan biaya home visit.
Disamping itu dana yang tersedia tersebut juga dialokasikan
untuk permintaan dari instansi lain seperti pembuatan litmas dan
pengusulan narapidana baik yang mendapat pembebasan bersyarat,
maupun cuti menjelang bebas. Dengan demikian, Pembimbing
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Kemasyarakatan memiliki keterbatasan untuk melakukan kunjungan
rumah dalam rangka pembimbingan karena keterbatasan dana sehingga
mengakibatkan intensitas bimbingan menjadi berkurang.
c. Keterbatasan sarana dan prasarana
Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya
untuk menangani perkara pidana anak, baik itu dalam menyusun litmas
maupun dalam melakukan kunjungan rumah/ mengikuti sidang
pengadilan anak kurang dengan adanya sarana prasarana. Ketersediaan
komputer yang berjumlah hanya empat unit di seluruh bagian unit kerja
mengakibatkan para pembimbing kemasyarakatan sering saling
menunggu untuk menggunakan komputer dalam rangka menyelesaikan
tugas-tugasnya. Hal ini berdampak pada efektifitas penyelesaian
pekerjaan yang cukup banyak sehingga ada pekerjaan lain yang
tertunda.
Keterbatasan sarana dan prasarana lainnya adalah motor dinas
yang berjumlah empat unit dan satu buah mobil dinas tua Fasilitas
transportasi tersebut kurang memenuhi syarat guna menempuh wilayah
kerja yang cukup jauh dengan medan yang cukup berat sehingga kurang
memadai untuk menunjang tugas-tugas lapangan dalam melaksanakan
bimbingan bagi klien di Bapas Magelang.
2. Hambatan-hambatan yang bersifat ekstern dari BAPAS Magelang,
dibedakan menjadi dua macam yakni faktor intern anak dan faktor ekstern
anak. Faktor intern anak yaitu faktor yang berasal dari dalam diri anak itu
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sendiri, sedangkan faktor ekstern anak adalah faktor yang berasal dari luar
anak. Adapun hambatan-hambatan yang berasal dari faktor intern atau
yang berasal dari dalam anak, terdiri dari tiga faktor, yaitu :
a. Hambatan dari faktor intern anak
Keberhasilan program bimbingan terhadap klien
pemasyarakatan bukanlah semata-mata menjadi tanggung jawab
pembimbing kemasyarakatan , tetapi juga sangat tergantung pada diri
klien pemasyarakatan. Oleh karena itu klien pemasyarakatan sebagai
bagian dari sistem pemasyarakatan perlu memahami akan hak dan
kewajiban mereka. Namun pada kenyatannya, terdapat beberapa anak
yang tidak memahami kewajiban-kewajibannya sebagai terpidana
bersyarat. Kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang
social ekonomi anak, diantaranya adalah sebagai berikut :
1). Kondisi Mental Anak
Kondisi mental anak yang tidak mau merubah sikap, tidak
jera (kapok), tidak mempan untuk dinasehati (bandel), terlebih
kurangnya kesadaran klien yang bertanggung jawab untuk melapor
secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan.
2). Daya nalar yang kurang
Klien sudah dinasehati tetapi daya nalar tidak sampai/
tidak faham terhadap apa yang diarahkan oleh Pembimbing
Kemasyarakatan untuk menjadi anak yang baik, namun klien tetap
bandel sehingga melakukan perbuatan melanggar hukum lagi.
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3). Rendahnya pendidikan dan ketrampilan
Faktor pendidikan dan ketrampilan seringkali menjadi
hambatan bagi para klien untuk mendapatkan pekerjaan sesuai
dengan apa yang diharapkan. Dengan pendidikan dan ketrampilan
yang relatif terbatas mereka merasa kesulitan untuk bersaing
dengan orang lain. Mengingat banyak diantara mereka yang
memiliki pendidikan dan menguasai ketrampilan yang memadai.
Dari faktor inilah akhirnya mereka secara terpaksa
menempuh jalan dengan melakukan tindak kejahatan. Karena
menurut mereka dengan cara seperti ini dianggap sebagai jalan
keluar dari kesulitan yang mereka hadapi untuk memenuhi
kebutuhan mereka.
b. Hambatan dari faktor ekstern anak.
1). Pola pengasuhan orang tua (ibu)
Pola pengasuhan orang tuanya terhadap klien cenderung
longgar/lunak, terlebih dengan tidak adanya partisipasi dari ayah
klien dalam pola pengasuhan terhadap klien sehingga klien tumbuh
menjadi anak yang cenderung pembangkang dan tidak mau
mendengarkan nasihat orang tua. Selain itu juga kurang ada
pengawasan yang efektif dari keluarga mengingat ibu klien
menghabiskan waktunya untuk bekerja dari pagi hingga malam dan
menyerahkan pengasuhan klien ke tangan kakek dan nenek klien
yang juga kurang bisa mengontrol perilaku klien karena cenderung
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keras dan selalu ingin mengatur klien. Antara ayah dan ibu klien
hanya sesekali terjalin komunikasi. Sedangkan antara klien dengan
ayahnya sudah tidak terjalin komunikasi sama sekali. Klien juga
menjadi jarang berinteraksi dengan adiknya yang membutuhkan
perhatian khusus karena klien jarang pulang ke rumah.
2). Pola pengasuhan ayah klien terhadap klien
Klien sejak kecil tidak diasuh oleh ayahnya secara
intensif. Ayah klien setelah menikah tidak benar-benar tinggal
bersama ibu klien. Ayah klien masih bolak-balik rumah nenek dari
ibu klien dan rumah nenek dari ayah klien. Sejak adik klien dalam
kandungan, ayah klien sudah menelantarkan klien dan ibunya dan
menjalin hubungan dengan wanita lain sampai akhirnya tak berapa
lama ayah klien menikah lagi meskipun pernikahannya dengan ibu
klien masih resmi. Ayah klien tidak memerankan figur seorang
ayah yang baik, perhatian, penuh kasih sayang kepada klien.
3). Relasi sosial yang kurang intensif
Intensitas hubungan antara klien dengan orang tuanya
sangat kurang sehingga mengakibatkan kedekatan emosional
antara klien dengan orang tuanya tidak akrab, klien kurang dapat
bersikap terbuka terhadap orang tuanya. Sementara orang tua
kurang dapat peduli terhadap klien. Selain itu orang tua klien
kurang dapat memberikan perhatian dan pengawasan yang cukup
terhadap klien yang cenderung bandel dan sering membantah
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nasihat orang tuanya. (Data dari wawancara dokumen studi laporan
penelitian kemasyarakatan).
4). Pengaruh lingkungan dan lemahnya kontrol sosial
Seperti telah dikemukakan dalam latar belakang klien
yang melanggar hukum lagi, faktor yang paling dominan adalah
pengaruh pergaulan klien dengan teman-teman yang memiliki
perilaku tidak baik sehingga dengan belum matangnya kondisi
psikologis klien karena masih remaja membuat klien lebih mudah
terpengaruh oleh perilaku temannya, terlebih kurangnya
pengawasan/ pemantauan dari keluarga serta penelantaran dari
ayah klien.
Pada prinsipnya anak-anak masih belum mampu berbuat
dan berpikir sendiri serta bertanggung jawab atas segala
tindakannya. Apa yang dikerjakannya tidak akan terlepas dari
lingkungan sekitarnya yang telah membentuk pola pikir dan
kepribadian mereka yang pada akhirnya akan tercermin dalam
perilaku di dalam masyarakat. Lingkungan yang mempengaruhinya
tersebut dapat berasal dari dalam keluarganya maupun dari luar
anak yang bersangkutan, seperti tetangga, teman bermain dan
sekolah.
Klien yang sudah diputus oleh hakim, tetapi tidak
langsung menjalankan pidana penjara tetapi diberi kesempatan
untuk memperbaiki diri di tempatnya masing-masing. Anak nakal
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yang sedang atau telah menjalani pidana bersyarat dibawah
bimbingan Bapas yang menjadi residivis di usia anak-anak.
Menurut pengakuan para informan sebenarnya ketika mereka
sedang atau telah bebas dari hukuman. mereka ingin menjadi
warga masyarakat yang baik namun mengalami kesulitan ketika
dia bertemu dengan teman-temannya yang dahulu pernah
melakukan kejahatan. Mereka terusik dengan ajakan teman-
temannya tersebut. Dengan berbagai macam bujukan dan iming-
iming yang menjanjikan, akhirnya ada pula diantara mereka yang
tak kuasa menolak ajakan temannya tersebut.
5). Keadaan ekonomi keluarga klien
Ada kalanya orang tua tidak mempunyai uang untuk
membiayai transportasi anaknya yang harus melaksanakan
bimbingan akibatnya proses pembimbingan menjadi kurang
efektif.
Keluarga Klien PN memiliki tingkat ekonomi yang kurang
mampu. Ibu klien sebagai kepala keluarga menjadi orang tua
tunggal bagi klien dan adiknya karena sejak meninggalkan
mereka, ayah klien tidak pernah memberikan nafkah kepada
mereka. Penghasilan ibu klien dari bekerja di sebuah counter HP
hanya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dirasa
tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.
Akan tetapi keadaan tersebut masih terbantu dari kepedulian
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kakek dan nenek klien.
Orang tua tidak memperhatikan kebutuhan anaknya
sehingga anak melakukan percobaan pencurian. Keadaan sosial
ekonomi keluarga klien AN tergolong kurang mampu untuk
ukuran masyarakat setempat. Ayah klien bekerja sebagai
penambang pasir/tukang batu didesanya dengan penghasilan tidak
menentu namun dapat menopang kebutuhan rumah tangganya.
Saat ini yang menjadi tanggungan ayah klien adalah seorang istri
dan 4 (Empat) anak termasuk klien.
Dalam masalah ini, ada kalanya klien harus menjadi
tulang punggung keluarga, misalnya PN pernah bekerja di
bengkel tambal ban, terlebih karena klien berada pada sebuah
keluarga yang tidak utuh di mana ayah klien tidak memberikan
perhatian untuk mengurus dan merawat sejak klien masih kecil
sehingga klien kehilangan figur seorang ayah yang bisa
memberikan dukungan bagi klien untuk mengembangkan mental
dan karakternya.
Anggota keluarga yang ada kurang memberikan
pengawasan kepada klien dan cenderung tidak berbuat sesuatu
untuk mengontrol perilaku klien. Sedangkan AN ikut membantu
ayahnya seorang buruh penambang pasir dengan mengangkut
pasir dan itu sangat mungkin karena profil/ karakter umumnya
dari keluarga yang tidak mampu.
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Kedua orang tua yang sibuk dan kurangnya perhatian dari
saudara-saudara serumah terhadap anak, hingga anak merasa
kurang perhatian. Kurang perhatian membuat anak tersebut
bertindak sesuai dengan pola pikir dan kemauannya akibatnya
melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak-
anak seperti mencuri. Terlebih ketika kesempatan dan niat telah
menjadi dorongan yang kuat untuk mencuri. Hal ini didukung
oleh terdapat dorongan dari dalam diri untuk memenuhi
kebutuhannya dengan cara yang menurut mereka sangat mudah
dan menghasilkan uang secara cepat.
C. Upaya yang Dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Untuk
Memperkecil Hambatan-Hambatan Yang Ditemui Dalam
Pembimbingan Anak Nakal di Bapas Magelang
Adapun beberapa masalah yang perlu mendapatkan perhatian maka
diupayakan pemecahannya, maka upaya untuk memperkecil hambatan baik
yang berasal dari faktor intern anak, dan maupun upaya untuk mengatasi
hambatan yang berasal faktor ekstern anak yang terdiri:
1. Upaya untuk memperkecil hambatan yang berasal dari faktor intern
BAPAS, antara lain:
a. Peningkatan SDM Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Magelang :
Dalam upaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia
bagi Pembimbing Kemasyarakatan, Kepala Kantor Balai
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pemasyarakatan Magelang telah berupaya mengikutsertakan
Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan (diklat) profesi Pembimbing Kemasyarakatan di Balai
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum
dan HAM di Jakarta. Selain itu para Pembimbing Kemasyarakatan juga
diikutkan pada diklat-diklat penunjang proffesi seperti : bimbingan
konseling, pengenalan psikotropika, instruktur psikotropika, bimbingan
Pembimbing Kemasyarakatan on line, pendampingan psikologi anak
yang berhadapan dengan hukum, sosialisasi UU No. 3 tahun 1997
tentang Pengadilan Anak, sosialisasi UU No. 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, bimbingan konseling bagi pengidap AID/HIV,
serta pengetahuan dan ketrampilan pendukung lainya yang
diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta
maupun instansi lain yang terkait dengan masalah penanganan dan
bimbingan narapidana.
b. Meningkatkan intensitas pembimbingan terhadap klien pemasyakatan.
Apabila kunjungan ke rumah klien anak untuk wilayah yang
jauh dan klien anak tersebut tergolong dengan keadaan ekonomi yang
kurang mampu, dan tidak memiliki sarana komunikasi seperti telp
maupun hand phone maka Pembimbing Kemasyarakatan berusaha
untuk menyesuaikan dengan keadaan dan melaksanakan pembimbingan
klien anak sampai dengan selesai. Hal ini dilakukan untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas pertemuan dengan klien. Misalnya
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Pembimbing Kemasyarakatan mensiasati dengan cara memperkirakan
waktu kunjungan ke rumah klien anak di saat klien anak tersebut berada
di rumah.
c. Peningkatan dana (anggaran operasional) pelaksanaan tugas Bapas
Magelang.
Tersedianya dana yang cukup merupakan salah satu faktor yang
menunjang pelaksanaan peran Bapas Magelang. Bapas merupakan
lembaga yang sangat penting baik dalam proses pengadilan anak
maupun bimbingan terhadap klien pemasyarakatan anak, seperti halnya
lembaga pemasyarakatan anak. Namun saat ini, perhatian terhadap
pembinaan anak di lembaga pemasyarakatan yang juga membutuhkan
dana yang sangat besar. Agar Bapas dapat melaksanakan tugasnya
dengan baik dan dapat melakukan bimbingan kepada anak seharusnya
dana cukup sehingga dapat dilakukan evaluasi keberhasilan yang
dilakukan Bapas. Upaya yang dilakukan Bapas Magelang sendiri yakni
mengajukan permohonan dana kepada Kanwil Hukum dan HAM Jawa
Tengah.
d. Peningkatan sarana dan prasarana
Sarana merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan.
Berbeda dengan lembaga pemasyarakatan yang melakukan pembinaan
di dalam lembaga, maka Bapas sebagai pelaksana teknis di luar lembaga
lebih banyak melakukan aktivitasnya di lapangan. Salah satu sarana
penunjang adalah transportasi agar Pembimbing Kemasyarakatan dapat
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melakukan tugasnya semaksimal mungkin. Selain itu, jumlah komputer
yang ada pada Bapas Magelang dengan tujuan agar dapat mengimbangi
tugas Pembimbing Kemasyarakatan yang beban kerjanya menumpuk.
2. Upaya untuk memperkecil hambatan yang berasal dari faktor ekstern
BAPAS dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut :
a). Upaya untuk memperkecil hambatan dari faktor intern anak, yaitu
1). Pembimbing Kemasyarakatan berupaya memberikan bimbingan
lebih dahulu pada keluarga terutama orang tua
Ibu sebagai satu-satunya orang tua, hendaknya peduli
dalam mendidik anaknya dan bertanggung jawab atas pendidikan
anaknya sehingga tidak dipasrahkan oleh kakek dan nenek secara
mutlak. Karena kakek dan nenek sudah tua sehingga sudah tidak
mampu untuk memberikan pengawasan terhadap klien. Klien yang
mendapat pidana bersyarat itu diberi kesempatan untuk
memperbaiki diri di rumahnya masing-masing dengan mengikuti
syarat tertentu. Klien selama menjalani masa pidana bersyarat
setelah bebas malah melanggar hukum lagi. Dalam prakteknya,
klien tidak mentaati aturan yang telah ditetapkan seperti wajib
lapor/ apel sehingga proses pembimbingan kurang efektif. namun
hal inipun tidak terlepas dari pengaruh dan pengawasan orang tua
yang melemah akibat kesibukan mencari nafkah sehingga tidak
lepas dari peran orang tua untuk memberikan masukan, agar anak
tidak lepas kontrol. Karena intensitas pertemuan orang tua dengan
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anak lebih besar dibandingkan dengan intensitas pihak Bapas yang
dibatasi dengan waktu dan intensitas pembimbingan. Disamping
itu, setelah bimbingan diakhiri dan mendapat surat pengakhiran
bimbingan, Pembimbing Kemasyarakatan hendaknya masih
mengingatkan kepada klien untuk tidak melakukan kejahatan
kembali, karena jika dipidana lagi maka keluarganya akan
sengsara/ tidak sejahtera.
2). Pembimbing Kemasyarakatan memberikan nasehat kepada klien
anak untuk selalu berhati-hati dalam memilih teman.
Pemilihan lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang
anak, baik lingkungan tempat tinggal, sekolah, dan pergaulan pada
umumnya. Pengaruh pergaulan yang tidak baik dari teman-teman
klien yang lebih dewasa dan memiliki perilaku yang tidak baik,
terutama mengambil barang milik orang lain tanpa ijin. Bimbingan
dan penyuluhan disesuaikan dengan latar belakang dan kondisi
anak yang berhubungan dengan masalah pergaulan pada
kelompoknya, maka diupayakan agar klien dijauhkan dari
kelompok lamanya untuk menghindari terulangnya tindak pidana
tersebut.
3). Pembimbing Kemasyarakatan memotivasi berusaha di jalan yang
halal.
Faktor ekonomi orang tua klien adalah faktor yang
dianggap sebagai faktor dominan atau terbesar yang mendorong
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seorang anak untuk terlibat melakukan perbuatan melanggar
hukum. Pembimbing kemasyarakatan akan menganjurkan kepada
klien untuk mencari pekerjaan dan rajin dalam berusaha sehingga
dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri sehingga meringankan
beban orang tua.
b). Upaya untuk memperkecil hambatan dari faktor ekstern anak yaitu
1). Pembimbing Kemasyarakatan menggugah kesadaran/ kepedulian
kepada pemerintah desa setempat untuk bisa memberikan bantuan
uang transport kepada klien yang bersangkutan agar mengikuti apel
supaya anak bisa menjadi baik.
Pembimbing Kemasyarakatan melakukan untuk
mendatangkan klien tersebut di Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
Magelang agar memenuhi ketentuan yang telah ditentukan oleh
BAPAS Magelang yaitu hadir/ wajib lapor. Disamping itu untuk
pembimbingan tidak harus bertatap muka, tetapi Pembimbing
Kemasyarakatan bisa menitipkan pesan kepada pemerintah desa
setempat agar klien mendapat pengawasan sehingga klien tidak
melanggar hukum lagi.
2) Pembimbing Kemasyarakatan mampu berinteraksi dan bekerja sama
dengan orang tua dalam upaya membantu menyelesaikan masalah
yang dihadapi anak nakal.
Masalah yang dihadapi anak tidak hanya bersumber dari
85
diri anak itu sendiri tapi masalah anak bisa bersumber dari
lingkungan terutama orang tuanya. Pembimbing Kemasyarakatan
merupakan orang tua kedua, tapi Pembimbing Kemasyarakatan
memiliki keterbatasan waktu sehingga guru tidak dapat secara utuh
berperan sebagai orang tua. Masalah yang dihadapi anak perlu
penyelesaian kerjasama antara guru dan orang tua. Kemampuan guru
berinteraksi dan bekerjasama dengan orang tua merupakan salah satu
kemampuan lain yang perlu dikuasai Pembimbing Kemasyarakatan
yang profesional.
Dengan adanya kerjasama yang baik antara Pembimbing
Kemasyarakatan dan orang tua maka anak dapat dibimbing ke arah
perkembangan yang lebih baik. Pembimbing Kemasyarakatan
mampu menemukan atau menandai berbagai permasalahan atau
kecenderungan adanya masalah yang dihadapi klien Selama proses
pembimbingan klien senantiasa berinteraksi dengan Pembimbing
Kemasyarakatan, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir pada satu
waktu tertentu. Permasalahan yang dihadapi anak cenderung akan
tampak dari perilakunya karena anak masih bersifat natural, apa
yang dialami anak akan tampak dari perubahan perilakunya.
Umumnya anak tidak pernah menyampaikan apa yang
dirasakan, tetapi melalui pengamatan yang terus menerus
pembimbing kemasyarakatan dapat melihat adanya perubahan
perilaku yang ditunjukkan anak. Misalnya klien tidak memiliki budi
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pekerti yang baik, cenderung bandel (sulit dinasehati) dan kurang
sopan santun terhadap orang lain sehingga dengan pembimbingan
yang intensif akan sangat berbeda perkembangannya.
Untuk itu, diperlukan keteladanan dari orang tua dan
Pembimbing Kemasyarakatan sehingga klien dapat bersikap sopan-
santun dan memiliki budi pekerti yang baik dalam kehidupan
bermasyarakat dan klien terhindar dari keinginan untuk melakukan
kejahatan, karena dia sudah tau dengan memberi penalaran bahwa
kejahatan itu tidak boleh dilakukan, karena jika dipidana penjara
maka keluarganya akan sengsara/ tidak sejahtera.
3) Pembimbing Kemasyarakatan berusaha untuk memberikan
bimbingan ketrampilan/ kemandirian secara singkat sebagai upaya
penggalian potensi klien sehingga untuk selanjutnya bisa
mengembangkan diri sendiri.
Bimbingan ketrampilan dimaksudkan sebagai upaya untuk
memberikan bekal ketrampilan secara singkat kepada peserta latihan
agar mampu menjadi manusia yang berkarya sehingga dapat
menolong diri mereka sendiri. Sementara itu ketrampilan lain yang
dipelajari hanya bersifat pengkayaan dan pengalaman. Dengan
memberikan ketrampilan secara memadai, maka diharapkan akan
dapat membantu mereka dalam mencari pekerjaan atau kerja
mandiri.
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Oleh karena itu diupayakan agar pelaksanaan bimbingan
ketrampilan/ kemandirian dapat diberikan secara singkat. Waktu
singkatnya baik putusan pengadilan/ waktu singkatnya pelaksana
proyek dapat alokasi dana dari pemerintah pusat terbatas. Untuk
dijalankan beberapa kali setiap 1 minggu/ 2 minggu sehingga
pemberian ketrampilan/ kemandirian dalam waktu singkat itu kurang
efektif, terkadang karena disamping jarak yang cukup jauh dengan
BAPAS. Selain itu, kesibukan rutinitas anak sehingga anak juga
belum bisa mengikuti program kemandirian.
Disamping itu, pelatihan (bimbingan kerja) bersifat proyek
tidak setiap tahun ada, pengerjaannya dilakukan pada tahun 2011
yang lalu sampai sekarang tidak terlaksana. Wujud bimbingan
finishing, yaitu proses akhir pengerjaan furniture/ mebel.
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BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di Balai
Pemasyarakatan Magelang, berkaitan dengan Pelaksanaan Pembimbing
Kemasyarakatan (PK) Dalam Pembimbingan Anak Nakal Di Balai
Pemasyarakatan (BAPAS) Magelang, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut :
1. Dalam melaksanakan pembimbingan terhadap anak nakal menggunakan
teknik pembimbingan antara lain bimbingan perseorangan/ individu,
bimbingan kelompok dan bimbingan organisasi masyarakat.
2. Pembimbingan terhadap anak nakal dilakukan oleh Pembimbing
Kemasyarakatan Klien Anak melalui 3 (tiga) tahap pembimbingan yaitu
tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Pada pembimbingan tahap awal,
petugas Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak memperkenalkan diri
sebagai petugas yang ditunjuk untuk membimbing klien serta berusaha
membangun relasi sosial yang simpatik, seraya menjelaskan maksud
kedatangaanya. Pembimbing kemasyaraatan klien anak juga berusaha
memberi penjelasan kepada orang tua/ wali klien tentang putusan pidana
bersyarat terhadap diri klien. Disamping itu, berusaha menggali informasi
(melakukan wawancara tentang keadaan keluarga klien serta data
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pendukung lainnya yang akan digunakan untuk membuat laporan penelitian
kemasyarakatan bimbingan klien anak.
Pada pembimbingan tahap kedua atau tahap lanjutan, Pembimbing
Kemasyarakatan kemudian melaksanakan pembimbingan secara insidental
ini, Pembimbing Kemasyarakatan menyesuaikan dengan kebutuhan dan
keperluannya dengan mempertimbangkan kemampuan dana dan sarana yang
ada. Pembimbingan disini lebih banyak bersifat membangun mental
kepribadian klien, meningkatkan ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa. Selain
itu, Pembimbing Kemasyarakatan juga berusaha menanamkan nilai-nilai
kemandirian pada diri klien. Misalnya pembimbing kemasyarakatan
memberikan nasehat, motivasi dan penguatan mental.
Pada pembimbingan tahap akhir ini, Memasuki tahap akhir
pembimbingan terhadap klien, Pembimbing Kemasyarakatan berusaha
untuk menuntaskan segala persoalan yang dihadapi oleh klien anak dengan
keadaan ini diharapkan anak dapat mengakhiri masa bimbingan dengan
sukses sesuai dengan tujuan bimbingan itu sendiri. Pembimbing
Kemasyarakatan selalu berusaha untuk mengetahui setiap persoalan yang
dihadapi oleh klien dan berusaha ikut serta menyelesaikan masalah yang
sedang dihadapinya
3. Hambatan-hambatan yang ditemui Balai Pemasyarakatan (Bapas) Magelang
dalam pembimbingan anak nakal diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Hambatan dari faktor intern Bapas Magelang yang terdiri dari :
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1). Kurangnya intensitas pembimbingan
2). Keterbatasan dana.
3). Keterbatasan sarana dan prasarana.
b. Hambatan dari faktor ekstern BAPAS, terdiri dari :
1). Hambatan dari faktor intern klien anak, yaitu:
a). Kondisi Mental Anak
b). Daya nalar yang kurang
c). Rendahnya Pendidikan dan Ketrampilan
2). Hambatan dari faktor ekstern klien anak, yaitu :
a). Pola pengasuhan Orang
b). Relasi sosial yang kurang intensif
c). Ketika di bawah pengasuhan Bapak
d). Pengaruh lingkungan dan lemahnya kontrol sosial
e). Keadaan ekonomi keluarga klien
4. Upaya yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengatasi
hambatan-hambatan yang ditemui dalam pembimbingan anak nakal di Balai
Pemasyarakatan (Bapas) Magelang.
a. Upaya untuk mengatasi hambatan yang berasal dari faktor intern pihak
Bapas terdiri dari:
1) Meningkatkan intensitas pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan
2) Peningkatan dana (anggaran operasional) pelaksanaan tugas Balai
Pemasyarakatan (Bapas) Magelang.
3) Peningkatan SDM Pembimbing Kemasyarakatan, sarana dan prasarana.
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b. Upaya untuk mengatasi hambatan yang berasal dari faktor ekstern BAPAS,
yaitu hambatan dari faktor intern anak dan faktor ekstern anak, antara lain:
1). Upaya untuk mengatasi hambatan dari faktor intern anak.
a) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan upaya untuk
mendatangkan klien tersebut di Balai Pemasyarakatan (Bapas)
Magelang agar memenuhi ketentuan yang telah ditentukan seperti
wajib lapor.
b) Memotivasi berusaha di jalan yang halal dan tidak melanggar
hukum.
c) Pembimbing Kemasyarakatan berusaha untuk memberikan
bimbingan ketrampilan secara singkat sebagai upaya penggalian
potensi klien sehingga untuk selanjutnya bisa mengembangkan diri
sendiri.
2). Upaya untuk mengatasi hambatan dari faktor ekstern anak.
a). Pembimbing Kemasyarakatan menggugah kesadaran/ kepedulian
kepada pemerintah desa setempat untuk membantu transport apel
di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Magelang.
b). Menasehati klien untuk selalu berhati-hati dalam memilih teman.
c). Pembimbing Kemasyarakatan memotivasi berusaha di jalan yang
halal.
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B. SARAN
1. Perlunya diadakan penyuluhan pada masyarakat agar masyarakat
memberikan dukungan pada klien untuk memperbaiki dirinya, sehingga
proses bimbingan dan pembinaan dapat mencapai tujuannya yaitu untuk
menyadarkan klien dan memperbaiki klien sehingga ia dapat diterima
kembali di lingkungan masyarakat sebagai seorang individu yang
bertanggung jawab, dan berguna bagi agama, nusa, maupun bangsa.
2. Pemerintah hendaknya meningkatkan/ melengkapi sarana dan prasarana
guna menunjang keberhasilan tugas pekerjaan Bapas Magelang.
3. Pemerintah hendaknya memberikan kesempatan/ mendorong pembimbing
kemasyarakatan untuk mengikuti diklat-diklat/ beasiswa untuk melanjutkan
program pendidikan (beasiswa S1 atau beasiswa S2) agar kapasitas petugas
Bapas dalam melaksanakan tugas-tugasnya meningkat.
4. Pembimbing kemasyarakatan hendaknya meningkatkan intensitas koordinasi
dengan pemerintah desa / kelurahan.
5. Pembimbing Kemasyarakatan perlu memberikan arahan pada klien setelah
bimbingan klien berakhir, misalnya saja dengan mencarikan lapangan
pekerjaan bagi klien jika klien belum bekerja.
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